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Korupsi merupakan perbuatan yang sangat merugikan, dilakukan dengan 
maksud memberikan keuntungan yang bertentangan dengan tugas dan hak orang 
lain. Korupsi yang dilakukan oleh Edhy Prabowo bukan hanya berdampak pada 
kerugian negara dan rusaknya moral pengelolaan negara, lebih jauh berdampak 
pada kehancuran sumber daya perikanan lobster dalam jangka panjang, karena 
tindakan tersebut merusak upaya pengelolaan perikanan atau regulasi yang dibuat 
berdasarkan akademis. 
Penelitian ini bertujuan: (1) untuk mendeskripsikan modus yang dilakukan 
dalam tindak pidana korupsi benih lobster. (2) untuk mengkaji penegakan hukum 
terhadap tindak pidana korupsi benih lobster. Penelitian ini menggunakan metode 
penelitian normatif dan dengan pendekatan perundang-undangan (statute 
Aprroach). Pengumpulan data dilakukan dengan melihat referensi jurnal dan studi 
pustaka, data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif kemudian 
disajikan secara deskriptif. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa : 
1. Edhy Prabowo diyakini jaksa terbukti secara sah menerima uang suap yang 
totalnya Rp 25,7 miliar dan US$ 77.000 dari pengusaha eksportir benih lobster. 
2. Perbuatan Edhy di tetapkan telah melanggar Pasal 12 huruf a jo atau Pasal 55 
ayat (1) ke-1 Pasal 65 ayat (1) KUHP. Edhy Prabowo di tuntut 5 tahun penjara 
dan denda 400 juta subsider 6 bulan kurungan. 
Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan 
masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi dan semua pihak yang membutuhkan 
di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. 
 








Ulfina Naziroh. LOBSTER SSED CORRUPTION LAW ENFORCEMENT. 
Essay. Tegal: Legal Studies Program, Faculty of Law, Pancasakti University, Tegal. 
2021. 
Corruption is an act that is very detrimental, carried out with the intention of 
providing benefits that are contrary to the duties and rights of others. Corruption 
committed by Edhy Prabowo not only has an impact on state losses and the morale 
of state management, it also has an impact on the destruction of lobster fishery 
resources in the long term, because these actions undermine fisheries management 
efforts or regulations that are based on academics. 
This study aims: (1) To describe the mode of corruption in lobster seeds. (2) To 
review law enforcement against the corruption of lobster seeds. This research uses 
normative research methods and with a statute approach (Statute Aprroach). Data 
collection is done by looking at journal references and literature studies, data 
obtained then analyzed qualitatively then presented descriptively. 
The results of the study show that: 
1. Edhy Prabowo is believed by the prosecutor to be proven to have legally 
accepted bribes totaling Rp. 25,7 billion and US$ 77.000 from a lobster seed 
exporter. 
2. Edhy's actions were determined to have violated Article 12 letter a jo or Article 
55 section (1) to-1 of Article 65 section (1) of the Criminal Code. Edhy Prabowo 
was demanded 5 years in prison and a fine of 400 million subsidiary 6 months 
in prison. 
Based on the results of this study, it is hoped that it will be an information and input 
material for students, academics. Practitioners, and all parties who need the 
environment at the Faculty of Law, Pancasakti University of Tegal. 
 









Skripsi ini penulis persembahkan kepada : 
- Orang tuaku tercinta Bapak H. Muhidin dan Ibu Nok Fauziatun. 
- Adik kesayanganku satu – satunya Raisa Fairuza. 
- Semua pihak keluarga yang selalu mendukung. 
- Almamater Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. 
- Bapak Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag. Selaku Dosen 
pembimbing I. 
- Bapak Kus Rizkianto, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing II. 
- Ibu Bapak Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal 
- Ibu Bapak TU. 
- Teman – teman seperjuangan kelas E angkatan 2017. 
- Sahabat – sahabatku terutama Rosiatul Alami, Iffah Najiyah, Sri Ayuning 
Triana Rizqi Octaviani, Adelia Rahmadiyanti, Veryna Kusuma Wardani, 
Syamsul Maarief, Novita Chandra Anisah, Anggita Yuniarsih Setiarto. 









- Fastabiq Al Khairat 
- Tidak perlu menjadi serba bisa, Tekunikah satu bidang yang kita bisa, dan 
menjadi hebatlah dengannya. 
- Apapun yang berlebihan tidak baik kecuali uang. 
- Balas  dendam terbaik adalah perbaikilah kualitas dirimu (Ali bin Abi Thalib) 
- Jangan pernah ragu bahwa Kita berharga dan kuat serta pantas mendapatkan 
setiap kesempatan di dunia untuk mengejar impian. 















Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah Swt., alhamdulillah 
penyusunan skripsi ini dapat selesai. Dengan skripsi ini pula penulis dapat 
menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 
Pancasakti Tegal. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Rasulullah Saw. 
Yang membawa rahmat bagi seluruh alam. 
Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak 
yang kepadanya patut diucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih penulis 
sampaikan kepada: 
1. Prof. Dr. Fakhruddin, M.Pd. (Rektor Universitas Pancasakti Tegal). 
2. Dr. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag. (Dekan Fakultas Hukum 
Universitas Pancasakti Tegal). 
3. Kanti Rahayu, S.H., M.H. (Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas 
Pancasakti Tegal). 
4. Tony Haryadi, S.H., M.H. (Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas 
Pancasakti Tegal). 
5. Imam Asmarudin, S.H., M.H. (Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas 
Pancasakti Tegal) 
6. Muhammad Wildan, S.H., M.H. (Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum 
Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal) 
7. Dr. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag. (Dosen Pembimbing I), Kus 
Riztianto, S.H., M.H. (Dosen pembimbing II) yang telah berkenan 
x 
 
memberikan bimbingan dan arahan pada penulis dalam penyusunan skripsi 
ini. 
8. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah 
memberikan bekal ilmu pengetahuan pada penulis sehingga bisa 
menyelesaikan studi Strata I. Mudah – mudahan  mendapatkan balasan dari 
Allah Swt. Sebagai amal shalih. 
9. Segenap pegawai administrasi / karyawan Universitas Pancasakti Tegal 
khususnya di Fakultas Hukum yang telah memberikan layanan akademik 
dengan sabar dan ramah. 
10. Orang tua, serta saudara – saudara penulis yang memberikan dorongan moriil 
pada penulis dalam menempuh studi. 
11. Kawan – kawan penulis, dan semua pihak yang memberikan motivasi dalam 
menempuh studi maupun dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat 
disebutkan satu – persatu. 
Semoga Allah Swt. Membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasa 
yang lebih dari yang mereka berikan kepada penulis. Akhirnya hanya kepada 
Allah Swt. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis 
khususnya, dan bagi pembaca umumnya. 








HALAMAN JUDUL        i 
PERSETUJUAN PEMBIMBING      ii 
PENGESAHAN        iii 
PERNYATAAN        iv 
ABSTRAK         v 
ABSTRACK         vi 
PERSEMBAHAN        vii 
MOTTO         viii 
KATA PENGANTAR       ix 
DAFTAR ISI         xi 
BAB I PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah      1 
B. Rumusan Masalah       6 
C. Tujuan Penelitian       6 
D. Manfaat Penelitian       6 
E. Tinjauan Pustaka       7 
F. Metode Penelitian       9 
G. Sistematika Penulisan       12 
xii 
 
BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL 
A. Pengertian Tindak Pidana      14 
B. Unsur – unsur Tindak Pidana      15 
C. Pengertian Tindak Pidana Korupsi     17 
D. Unsur – unsur Tindak Pidana Korupsi    18 
E. Bentuk – bentuk Tindak Pidana Korupsi    24 
F. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi    28 
G. Jenis Penjatuhan Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi  32 
H. Pengertian Lobster       35 
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Modus yang di lakukan dalam Tindak Pidana Korupsi Benih 
Lobster        37 
B. Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi Benih  
Lobster        49 
BAB iIV iPENUTUP 
A. Kesimpulan        64 










A. Latar Belakang Masalah 
Korupsi iakhir i– iakhir iini isemakin iramai idi iperbincangkan, 
ibaik idi imedia icetak, ielektonik imaupun iseminar i– iseminar, idiskusi 
idan isebagainya. iMasalah ikorupsi isebenarnya ibukanlah imasalah ibaru 
idi iIndonesia, ikarena itelah iada isejak iera itahun i1950-an. iKorupsi itelah 
imenjadi imasalah iserius ibagi ibangsa iIndonesia, ikarena itelah 
imerambah ike ilini ikehidupan imasyarakat iyang idilakukan isecara 
isistematis, isehingga imemunculkan istigma inegatif ibagi inegara idan 
ibangsa iIndonesia idi idalam ipergaulan imasyarakat iInternasional.1 
Indonesia isebagai inegara ikepulauan imemiliki ibanyak ipotensi 
ibahari iyang idapat idimanfaatkan idalam ikehidupan imanusia. iDi 
iindonesia iterdapat i17.504 ipulau ibaik iitu ipulau ibesar imaupun ikecil. 
iPotensi ibahari iIndonesia idapat idilihat idari isegi ifisik idan iwilayahnya 
iyang isangat iluas. iDalam isektor iperikanan i itenaga ikerja ibanyak idi 
iserap idi idalamnya, imulai idari ipenangkapan iikan, ibudidaya idan 
ipengolahan, iserta idistribusi idan iperdagangan. i 
Menurut iUndang i– iUndang iNomor i31 iTahun i2004 itentang 
iPerikanan. iPerikanan iadalah isemua ikegiatan iyang iberkaitan idengan 
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ipengelolaan idan ipemanfaatan i i isumber idaya iikan idan ilingkungan 
imulai idari ipraproduksi, iproduksi, ipengolahan ihingga ipemasaran, iyang 
idi iimplementasikan idalam isistem ibisnis iperikanan. iPengelolaan 
iperikanan iadalah isemua iupaya, itermasuk iproses iyang iterintegrasi 
idalam ipengumpulan iinformasi, ianalisis, iperencanaan, ikonsultasi, 
ipembuatan ikeputusan, ialokasi isumber idaya iikan, idan iimplementasi 
iserta ipenegakan ihukum idari iperaturan iperundang i– iundangan idi 
ibidang iperikanan, iyang idilakukan ioleh ipemerintah iatau iotoritas ilain 
iyang idiarahkan iuntuk imencapai ikelangsungan iproduktifitas isumber 
idaya ihayati iperairan idan itujuan iyang itelah idisepakati. 
Kekayaan ialam iyang ihidup idan itumbuh idi ilaut imenjadi isalah 
isatu isumber ipenghasilan idan ipenghidupan ibagi iseluruh iWarga 
iNegara i iIndonesia i(WNI). i iSecara i igeografis, i ipenduduk iyang 
iberprofesi i isebagai i inelayan i iada i idi iseluruh iwilayah iIndonesia. iHal 
iini itidak imengherankan imengingat idua iper itiga iwilayah iIndonesia 
iadalah ilautan iserta imemiliki ipotensi iperikanan iyang isangat ibesar. 
iPerikanan idapat i idikatakan i isumber i idaya i ialam i iyang i idapat 
idiperbaharui isehingga istok iikan idi iwilayah iIndonesia isangat 
iberlimpah isehingga iseharusnya imasyarakat i ikhususnya i inelayan 
idapat i imenjaga i ikeamanan i idan i ikelestarian i ilaut iIndonesia. 
Komitmen imenjaga ilaut iharus isemakin iditingkatkan ikarena 
imanfaat idari isumber idaya ilaut isebagai isumber ikehidupan iyang 





ioleh isebab iitu iuntuk imendapatkan ikeuntungan i itersebut i imasyarakat 
imelakukan i iberbagai i imacam i icara i imaupun imodus i ioperasi i iyang 
isalah i idalam i ipemanfaatan i isumber i idaya i ilaut i itersebut i iatau iyang 
ibiasa idisebut isebagai itindak ipidana idi ibidang iperikanan. iTindak 
ipidana iperikanan iadalah iperbuatan iyang idilarang idalam isemua 
ikegiatan iyang iberhubungan idengan ipengelolaan idan ipemanfaatan 
isumber idaya iikan idan ilingkungannya imulai idari ipraproduksi, 
iproduksi, ipengelolaan isampai ipemasaran i iyang i idilaksanakan i idalam 
isuatu i isistem i ibisnis i iperikanan, i iyang idilakukan i ioleh i iorang/badan 
ihukum i iyang i imampu i ibertanggung ijawab i idan idiancam i ipidana 
isesuai i iketentuan i iUndang i– iUndang iNomor i45 iTahun i2009 itentang 
iPerubahan iAtas iUndang i– iUndang iNomor i31 iTahun i2004 i itentang 
iPerikanan. 
Maraknya i itindak i ipidana i iperikanan i idi i iIndonesia i ipada 
isaat i iini i ilebih ibanyak i idikarenakan i ioleh i ikapal-kapal i iasing iyang 
imenangkap i iikan i idi i iwilayah ilaut i iIndonesia i inamun i iselain i ihal 
itersebut imasih i iada i itindak i ipidana i iperikanan iyang i idilakukan ioleh 
inelayan iyang idapat imemberikan idampak iburuk ibagi iperikanan idi 
iIndonesia, i iterutama i ibagi i imasyarakat i iyang itinggal idi iwilayah 





imerupakan ikepentingan-kepentingan ibangsa iIndonesia iyang iwajib 
idilindungi.2 
 iKaitannya idengan itindak ikejahatan idi ibidang iperikanan iakhir-
akhir iini ibanyak isekali itindak ikejahatan idalam isektor iperikanan isalah 
isatunya ikasus ikorupsi ibenih ilobster iyang idilakukan ioleh iMenteri 
iKelautan idan iPerikanan. iKomisi iPemberantasan iKorupsi i(KPK) 
imenyebut ikasus iKorupsi iini ibermula isaat i iMenteri iKelautan idan 
iPerikanan imengubah ikebijakan i idari ipendahulunya iyang isebelumnya 
idilarang iadanya ipembukaan ikeran iEkspor ibenih iLobster i(benur). 
iEkspor ibenih ilobster iresmi idiizinkan iMenteri iKelautan idan 
 iPerikanan imelalui iPeraturan iMenteri iKelautan idan iPerikanan 
iNomor i12 itahun i2020 itentang ipengelolaan ilobster, ikepiting, idan 
irajungan idi iwilayah iIndonesia. iAturan itersebut iditandatangani ipada i4 
iMei i2020. iNamun iternyata idalam ikasus ikorupsi idi iKementrian 
iKelautan idan iPerikanan ididuga imenerima iuang ihasil isuap iterkait iizin 
iekspor ibenih ilobster isenilai iRp i3,4 imiliar imelalui iPT iAero iCitra 
iKargo i(PT iACK) idan i i100.000 idollar iAS idari iDirektur iPT iDua 
iPutra iPerkasa i(PT iDPP). iAtas idugaan itersebut, iKPK ijuga 
imenetapkan ienam iorang ilain isebagai itersangka. iPara ipemangku 
ikebijakan idan iASN idi ibidang iperikanan iharus imenyadari iseberapa 
ibesar idampak i idari itindakan iyang imereka ilakukan ipada isumber idaya 
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Penangkapan Benih Lobster di Pantai Tawang Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan, Skripsi 





iperikanan iyang ipada iakhirnya iakan iberakibat ipada ihajat ihidup 
imasyarakat. iSebagai inegara iyang iberdaulat, iIndonesia imemiliki icita 
i– icita iyang imulia iyaitu imenciptakan ikesejahteraan iumum iyang 
imerupakan ilandasan ibagi isetiap ipengambilan ikebijakan, itermasuk 
ikebijakan ilegislatif iuntuk iterus iberupaya imeningkatkan itaraf 
ikehidupan imasyarakat iyang imerupakan ihak ikonstitusional isetiap 
iwarga inegara iIndonesia. iCita- icita itersebut idapat iterhambat ioleh 
itindakan ikorupsi iyang iberkembang isangat icepat, ibahkan imerusak 
isendi i– isendi ikehidupan ibangsa.3 
Korupsi isuap iperizinan iekspor ibenih ilobster ibukan ihanya 
iberdampak ipada ikerugian i inegara idan irusaknya imoral ipengelolaan 
inegara, ilebih ijauh iberdampak ipada ikehancuran isumber idaya 
iperikanan ilobster idalam ijangka ipanjang, ikarena i itindakan itersebut 
imerusak iupaya ipengelolaan iperikanan iatau iregulasi iyang idibuat 
iberdasarkan iakademis. iDi itengah ikarut i– imarutnya iproses iperizinan 
idan ipenetapan ikuota ipenangkapan, iminimnya idata iyang imendukung 
ipendugaan istok, idan ilemahnya ipengawasan idan ipenegakan ihukum 
imembiarkan ibenih ilobster iditangkap iuntuk itujuan ikomersial idalam 
iskala ibesar i(ekspor) itentu iakan imengancam iberkelanjutan iusaha 
ilobster iitu isendiri. iKasus itersebut i ipenegakan i ihukum i idari i 
ipemerintah ibelum iada itindak ilanjutnya isehingga iketentuan ihukum 
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iharus iditegakkan isecara itegas iuntuk imemberantas idugaan isuap 
itersebut idan ipemeberian isanksi ibagi ipara ipelaku ipenerima idan 
ipemberi isuap ibenih ilobster i(benur). iUndang-Undang i iNomor i i31 
iTahun i i1999 isebagaimana itelah idiubah idengan iUndang i– iUndang 
iNomor i20 iTahun i2001 itentang iPemberantasan iTindak iPidana 
iKorupsi ijuncto iPasal i55 iayat i(1) ike-1 iKUHP ijuncto iPasal i64 iayat 
i(1) iKUHP,4 idapat idijadikan isebagai iregulasi idan iacuan itegaknya 
ikeadilan. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan ilatar ibelakang imasalah iyang itelah idirumuskan idi 
iatas, iuntuk ipembahasan idan ipenelitian iini ipenulis imerumuskan 
ipermasalahan isebagai iberikut i: 
1. Bagaimanakah modus yang dilakukan dalam tindak pidana korupsi 
benih lobster ? 
2. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi benih 
lobster ? 
 
C. Tujuan Penelitian 







Berdasarkan iperumusan imasalah iyang ipenulis isebutkan idi iatas, imaka 
itujuan iyang iingin idicapai imelalui ipenelitian iini iadalah isebagai 
iberikut i: 
1. Untuk imendeskripsikan imodus iyang idilakukan idalam itindak 
ipidana ikorupsi ibenih ilobster. 
2. Untuk imengkaji ipenegakan ihukum iterhadap itindak ipidana ikorupsi 
ibenih ilobster. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Berdasarkan itujuan ipenelitian iyang ihendak idicapai, imaka 
ipenelitian iini idiharapkan imemiliki imanfaat ipenelitian i: 
1. Secara Teoritis 
Penulisan iskripsi iini idiharapkan idapat imemiliki imanfaat 
ipenelitian isebagai ireferensi ibagi ipeneliti ilainnya idan idapat 
imemberikan iinformasi idalam iperkembangan iilmu ihukum iyang 
iberkaitan idengan imasalah iyang idibahas idalam iskripsi idan 
ipenelitian iini. i 
2. Secara Praktis 
Peneliti iberharap, ipenelitian iini idapat imemberikan 
ijawaban iatas i ipermasalahan iyang iditeliti. iDan idari ihasil 
ipenelitian iini idapat i imenjadi i imasukan ibagi ipraktisi ihukum 
isehingga idapat idijadikan idasar iberfikir idan ibertindak ibagi 






E. Tinjauan Pustaka 
Penelitian idengan itema i“Korupsi” isudah ibanyak idilakukan ioleh 
ipeneliti ilain. iUntuk imemberikan igambaran ibahwa ipenelitian iini ibukan 
iplagiat idan ibukan ireplikasi ipenelitian- ipenelitian iyang isudah iada, 
ipeneliti imengiliustrasikan i3 i(tiga) ipenelitian iterkait iyaitu: 
1. Azharul Nugraha Putra Paturu “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana 
Korupsi yang Dilakukan Oleh Karyawan Badan Usaha” Penelitian ini 
membahas tentang penerapan hukum pidana materiil serta untuk 
mengetahui pertimbangan hakim terhadap tindak pidana korupsi yang 
dilakukan oleh karyawan badan usaha milik negara dalam Putusan Nomor : 
41/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks5. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan 
peneliti memfokuskan tentang modus yang dilakukan dalam tindak pidana 
benih lobster serta penegakan hukum terhadap tindak pidana benih lobster. 
2. Salsa Fariza “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi 
Pengadaan Kain Limas di Kabupaten Pangkep” Penelitian ini membahas 
tentang bentuk – bentuk  tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang 
dan jasa pemerintah serta untuk mengetahui penerapan hukum pidana 
materil pada tindak pidana korupsi pengadaan kain linmas di Kabupaten 
Pangkep dalam perkara Putusan Nomor 47/PID.SUS.TPK/2016/PN.Mks  
                                                          
5 Azharul Nugraha Putra Paturu “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi yang 
Dilakukan Oleh Karyawan Badan Usaha” (Studi Kasus Nomor 41/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks) 





terhadap terdakwa kasus korupsi secara bersama-sama6. Sedangkan 
penelitian yang akan dilakukan peneliti memfokuskan tentang modus yang 
dilakukan dalam tindak pidana benih lobster serta penegakan hukum 
terhadap tindak pidana benih lobster. 
3. Rezky “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam 
Pengadaan Barang dan Jasa” Penelitian ini membahas tentang penerapan 
hukum pidana materiil dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan 
putusan terhadap kasus dengan nomor register perkara 
2588/K/Pid.Sus/2015/MA7. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan 
peneliti memfokuskan tentang modus yang dilakukan dalam tindak pidana 
benih lobster serta penegakan hukum terhadap tindak pidana benih lobster. 
  Berdasarkan uraian beberapa penelitian di atas dapat ditegaskan 
bahwa penelitian yang akan dilakukan berbeda dengan yang sudah ada. 
Penelitian ini lebih memfokuskan pada modus yang dilakukan dalam tindak 
pidana benih lobster serta penegakan hukum terhadap tindak pidana benih 
lobster. 
 
F. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitan 
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Jenis ipenelitian iini iadalah ikepustakaan i(library iresearch). 
iPenelitian ikepustakaan iadalah ipenelitian iyang idikakukan i dengan 
icara imeneliti ibahan-bahan ipustaka iatau idata isekunder8. iPenelitian 
iini itermasuk ipenelitian ikepustakaan ikarena idata iyang idigunakan 
iadalah idata isekunder iberupa idokumen-dokumen ihukum. iSelanjutnya, 
idata isekunder idikelompokan imenjadi ibahan ihukum iprimer idan 
ibahan ihukum isekunder. iBahan ihukum iprimer iadalah ibahan ihukum 
iyang imengikat iseperti iyang itermuat idalam ihierarkhi iperaturan 
iperundang-undangan. iSedangkan ibahan ihukum isekunder iadalah 
ibahan-bahan ihukum iyang imemberi ipenjelasan ibahan ihukum iprimer 
iseperti iRancangan iUndang-undang, ihasil ipenelitian, idan ikarya 
iilmiah ipakar ihukum9. iPenelitian iini imenggunakan ibahan ihukum 
iprimer ikarena imenjadikan ibeberapa iperaturan iperundang-undangan 
iterkait isebagai ireferensi. iSedangkan imenggunakan ibahan ihukum 
isekunder ikarena imenjadikan ibeberapa ibuku, ijurnal idan itulisan ilain 
isebagai ireferensi. i 
2. Pendekatan Penelitian 
Penelitian iini imenggunakan ipendekatan inormatif. iPendekatan 
inormatif iadalah ikegiatan ipenelaahan iperaturan iperundang-undangan 
idan iregulasi iyang ibersangkut ipaut idengan iisu ihukum iyang 
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iditangani10. iPenelitian iini imenggunakan ipendekatan inormatif ikarena 
iakan imengkaji isuatu ipersoalan iberdasarkan iperaturan iperundang-
undangan iyang iberlaku iatau ihukum ipositif. 
3. Sumber Data 
Sumber idata iyang idigunakan idalam ipenelitian iini iadalah 
idata isekunder. iData isekunder iadalah idata iyang idiperoleh isecara 
itidak ilangsung iatau itelah idisediakan ioleh ipihak ilain11. iPenelitian iini 
imenggunakan isumber idata isekunder ikarena ihanya imenggunakan 
idokumen-dokumen ihukum iyang itelah itersedia. iAdapun icara ipenulis 
imendapatkan idata isekunder idari ipengumpulan iliterasi, ipenelaahan 
ikepustakaan iatau ipenelaahan iterhadap iberbagai iliteratur iatau ibahan 
ipustaka iyang iberkaitan idengan imasalah iatau imateri ipenelitian12 
iyang idi igolongkan isebagai iberikut: 
a. Bahan Hukum Primer : Merupakanibahan ihukum iyang iberasal idari 
peraturan iperundang i– iundangan idan iketentuan iperaturan iyang 
iada di Indonesia. 
1. Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi 
2. UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
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3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
4. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
b. Bahan Hukum Sekunder : Bahan hukum iyang imemberi ipenjelasan i 
imengenai ibahan ihukum iprimer, iseperti ibuku i- ibuku, ikarya itulis 
iilmiah, itulisan iartikel iinternet iatau icetak idan idokumen-dokumen 
itentang ipidana ikorupsi. 
4. Metode Pengumpulan Data 
Teknik ipengumpulan idata iyang idigunakan idalam ipenelitian 
iini imelalui ipenelurusan isecara ioffline idan ionline. iPenulusaran 
ikepustakaan isecara ioffline iadalah ikegiatan imencari isumber ipustaka 
ike itempat ipenyimpanan idata. iSedangkan ipenulisan isecara ionline 
iadalah ikegiatan imencari isumber ipustaka idi idunia imaya imelalui 
ijaringan iinternet. iPenulusuran ikepustakaan isecara ikonvensional 
idilakukan idengan icara imencari ibahan ipustaka ike iperpustakaan, 
ikoleksi ibuku idan ijurnal ipribadi, idan ipembelian ibuku. iSedangkan 
ipenulusuran isecara ionline idilakukan idengan isearching idi iinternet. i13 
5. Metode Analisis Data 
Metode ianalisis idata iyang idigunakan iadalah ikualitatif. 
iAnalisis idata ikualitatif iadalah iproses imengorganisasikan idan 
imengurutkan idata ike idalam ipola, ikategori idan isatuan iuraian idasar 
isehingga idapat iditemukan itema iyang idisajikan idalam ibentuk 







inarasi14. iPenelitian iini imenggunakan ianalisis idata ikualitatif ikarena 
idata iakan idisajikan idalam isecara inaratif-deskriptif, ibukan idalam 
ibentuk iangka iatau inumerik. 
 
G. Sistematika penulisan 
Sistematika penulisan skripsi ini di bagi menjadi 4 bab sebagai 
berikut: 
Bab I Pendahuluan. Bab ini memuat tentang Latar Belakang Masalah 
yang menguraikan hal-hal yang menjadi dasar penelitian, Rumusan Masalah, 
Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian 
dan Sistematika Penulisan. 
Bab II Tinjauan Konseptual. Bab ini menguraikan tentang gambaran 
umum Tindak Pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana, Pengertian Tindak Pidana 
Korupsi, Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi, Bentuk-bentuk Tindak Pidana 
Korupsi, Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi, Jenis Penjatuhan Pidana 
dalam Tindak Pidana Korupsi serta pengertian Pengertian Lobster. 
Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini menjawab 
permasalahan yang diangkat dalam rumusan masalah ini yaitu, modus yang 
dilakukan dalam tindak pidana benih lobster dan penegakan hukum terhadap 
tindak pidana benih lobster. 
Bab iIV iPenutup. iBab iini imenguraikan itentang ikesimpulan idan 
isaran imengenai ihasil ilaporan ipenelitian.  
                                                          








A. Pengertian Tindak Pidana 
Tindak pidana merupakan terjemahan dari i“strafbaar feit” iperbuatan atau 
itindakan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan disertai 
iancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang 
imelanggar larangan tersebut. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana 
i(KUHP) itidak iterdapat ipenjelasan imengenai iapa isebenarnya iyang 
idimaksud idengan istrafbaar ifeit iitu isendiri. iTindak ipidana ibiasanya 
idisamakan idengan idelik, iyang iberasal idari ibahasa ilatin iyaitu ikata 
idelictum.15 
 
Beberapa ipakar iberpendapat imengenai itindak ipidana, idiantaranya: i16 
1. Simons 
Tindak ipidana iialah isuatu iperbuatan iatau itindakan iyang ibertentangan 
dengan ihukum idan idilakukan idengan ikesalahan ioleh iseseorang iyang 
mampu ibertanggung ijawab, idan idiancam idengan ipidana ioleh iundang-
undang. 
2. Pompe 
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Tindak ipidana isecara iteoritis imerupakan isuatu ipelanggaran inorma 
(gangguan iterhadap itata itertib ihukum) iyang idengan isengaja imaupun itidak 
sengaja itelah idilakukan ioleh iseorang ipelaku, idimana ipenjatuhan ihukuman 
terhadap ipelaku itersebut iadalah iperlu idemi iterpeliharanya itertib ihukum 
dan iterjaminnya ikepentingan ihukum. 
3. Kanter dan Sianturi 
Tindak ipidana iialah isuatu itindakan ipada iwaktu, itempat idan ikeadaan 
tertentu, iyang idilarang i(atau idiharuskan) idan idiancam idengan ipidana ioleh 
undang-undang, ibersifat imelawan ihukum, iserta idengan ikesalahan 
dilakukan ioleh iseseorang i(yang imampu ibertanggungjawab). 
4. iMoeljatno 
Tindak ipidana iialah iperbuatan iatau itindakan iyang idilarang idan idiancam 
dengan ipidana, iterhadap ibarang isiapa iyang imelanggar ilarangan itersebut. 
 
B. Unsur i– unsur tindak pidana 
Tindak ipidana iyang iterdapat idi idalam iKUHP ipada iumumnya 
idijabarkan ike idalam iunsur-unsur iyang iterdiri idari iunsur isubjektif idan 
iunsur iobjektif. 
1. Unsur Subjektif 
Unsur subjektif iialah iunsur-unsur iyang imelekat ipada idiri ipelaku iatau 





isegala isesuatu iyang iterkandung idi idalam ihatinya. iUnsur-unsur isubjektif 
iitu idi iantaranya isebagai iberikut:17 
a. Kelalaian atau kesengajaan. 
b. Maksud idari isuatu ipercobaan iatau ipoging iseperti iyang idimaksud 
idalam Pasal 53 ayat (1) KUHP. 
c. Berbagai imaksud iseperti iyang iterdapat idalam ikejahatan ipencurian, 
ipenipuan, ipemerasan, ipemalsuan idan ilain ilain. 
d. Merencanakan iterlebih idahulu, iseperti iyang iterdapat idalam 
ikejahatan imenurut Pasal 340 KUHP. 
e. Menurut pasal 308 KUHP iyaitu imemiliki iperasaan itakut. 
 
2. Unsur Objektif 
Unsur objektif iialah iunsur-unsur iyang iberhubungannya idengan 
ikeadaan i– ikeadaan, iyaitu idi idalam ikeadaan i– ikeadaan imana 
itindakan i- itindakan idari ipelaku iitu iharus idi ilakukan. iUnsur-unsur 
iobjektif idari isuatu itindak ipidana iadalah isebagai iberikut:18 
a. Sifat melawan hukum. 
b. Kualitas idari ipelaku, idiatur idalam pasal 415 imisalnya iseorang 
ipegawai inegeri isipil imelakukan ikejahatan. 
c. Kausalitas, iialah ihubungan iantara isuatu itindakan isebagai 
ipenyebab idengan ikenyataan isebagai iakibat. i 
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Jonkers dan Utrecht memiliki ipandangan ibahwa irumusan isimons 
merupakan irumusan iyang ilengkap, iyang imerumuskan iunsur-unsur 
tindak ipidana isebagai iberikut:19 
1. Diancam dengan pidana oleh hukum 
2. Dilakukan ioleh iorang iyang ibersalah 
3. Bertentangan dengan hukum 
4. Orang iitu idipandang ibertanggung ijawab iatas iperbuatannya. 
 
C. Pengertian Tindak Pidana Korupsi 
Korupsi imerupakan ikata iyang iberawal idari ibahasa ilatin corruptio iatau 
icorruptus, imenurut Fockema Andreae. Corruptio iberasal idari ikata 
icorrumpere, isuatu ikata ilatin iyang ilebih itua. iDari ibahasa ilatin iitulah 
iturun ike ibanyak ibahasa iEropa iseperti iInggris iyaitu icorruption, icorrupt; 
iPrancis iyaitu icorruption; idan iBelanda iyaitu icorruptie. iDari iBahasa 
iBelanda iinilah ikata iitu iturun ike iBahasa iIndonesia iyaitu ikorupsi, iyang 
imempunyai iarti ipada iperbuatan iyang irusak, ibusuk, itidak ijujur iyang 
idikaitkan idengan ikeuangan.20 
Menurut Black’s Law Dictionary, korupsi iadalah iperbuatan iyang 
idilakukan idengan imaksud iuntuk imemberikan isuatu ikeuntungan iyang 
itidak iresmi idengan ihak ihak idari ipihak ilain isecara isalah imenggunakan 
ijabatannya iatau ikarakternya iuntuk imendapatkan isuatu ikeuntungan iuntuk 
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idirinya isendiri iatau iorang ilain, iberlawanan idengan ikewajibannya idan 
ihak i– ihak idaripihak i– ipihak ilain. iSelama iini iistilah ikorupsi imengacu 
ipada iberbagai itindakan i/ iaktivitas isecara itersembunyi idan iilegal iuntuk 
imendapatkan ikeuntungan idemi ikepentingan ipribadi iatau igolongan. iDalam 
iperkembangannya iterdapat ipenekanan ibahwa ikorupsi iadalah itindakan 
ipenyalahgunaan ikekuasaan iatau ikedudukan ipublic iuntuk ikepentingan 
ipribadi.21 i 
Dalam ipengertian yudiris, UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan 
tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 
2001, imemberikan ibatasan iyang idapat idipahami idari ibunyi iteks pasal i– 
pasal, ikemudian idikelompokan ike idalam ibeberapa irumusan idelik, iyang 
isebagai iberikut: i22 
1. Pasal 2, 3 UU No. 31 Tahun 1999 i(kelompok idelik iyang idapat 
merugikan ikeuangan inegara iatau iperekonomian inegara). 
2. Pasal 5, 11, 12, 12 B UU No. 20 Tahun 2001 (kelompok delik 
penyuapan, ibaik iyang imenyuap imaupun iyang imenerima isuap). 
3. Pasal 8, 10 UU No. 20 Tahun 2001 (kelompok idelik ipenggelapan). 
4. Pasal 12 e dan f UU No. 20 Tahun 2001 i(kelompok idelik ipemerasan 
dalam jabatan). 
5. Pasal 7 UU No. 20 Tahun 2001 (kelompok idelik iyang iberkaitan 
idengan ipemborongan, ileveransir idan irekanan. 
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D. Unsur – unsur Tindak Pidana Korupsi 
Secara igaris ibesar itindak ipidana ikorupsi imemiliki iunsur i– iunsur 
isebagai iberikut:23 
1. Perbuatan melawan hukum. 
2. Penyalahgunaan kewenangan, isarana iatau ikesempatan. 
3. Memperkaya ipribadi, iorang ilain, iatau ikoorpirasi. 
4. Merugikan iperekonomian inegara iatau ikeuangan inegara. 
Selengkapnya iunsur–unsur itindak ipidana ikorupsi idilihat idari irumusan 
ipasal UU No. 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi jo sebagaimana 
itelah di ubah menjadi UU No. 20 Tahun 2001. Dari rumusan pasal 2 idan pasal 
i3 iyang isecara iumum iyaitu: 
Rumusan pasal 2 ayat 1 iadalah:24 
“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya 
diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan 
negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur 
hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 
(dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta 
rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000. (satu miliar rupiah).” 
Unsur-unsur pasal 2 ayat (1) adalah:25 
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1. Melawan Hukum. 
2. Memperkaya diri sendiri iatau iorang ilain iatau isuatu ikorporasi. 
3. Dapat imerugikan ikeuangan/perekonomian inegara. 
Uraian iunsur-unsur idiatas isebagai iberikut 
1. Melawan Hukum. 
KPK imenganut ibahwa isifat imelawan ihukum idalam itindak ipidana 
ikorupsi ipada idasarnya iada idua, iyaitu imateriil idan iformil. iTidak ibisa 
ihanya isalah isatu isaja imisalnya isifat imelawan ihukum isecara imateriil 
iyang isekedar imelanggar inorma i– inorma imasyarakat. iPerlu iditegaskan 
ijuga iaturan ihukum iformil iyang idilanggar, isehingga ialasan iyuridis 
iuntuk imemidanakan iseseorang imenjadi ikuat idan itidak isewenang i– 
iwenang.26 
Sifat imelawan ihukum imateriil imempunyai iarti imelanggar iatau 
imembahayakan ikepentingan ihukum iyang ihendak idilindungi ioleh 
ipembentuk iundang-undang idalam irumusan idelik itertentu.27 iSedangkan 
isifat imelawan ihukum iformal imempunyai iarti iyaitu isemua ibagian 
iyang itertulis idari irumusan idelik itelah idipenuhi, imaka idianggap 
iperbuatan iitu itelah imelawan ihukum. i28 iPada itanggal i24 iJuli i2006 
isetelah iadanya iputusan MK No. 003/PUUIV/2006, ipengertian 
i“melawan hukum” idalam UU PTKP imembawa ikonsekuensi ilogis. 
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iSebelumnya ipengertian i“melawan hukum” idalam itindak ipidana 
ikorupsi iadalah imencakup ipengertian imelawan ihukum iformil idan 
imateriil, imenjadi ipengertian imelawan ihukum iformil isaja.29 
2. Memperkaya idiri isendiri iatau iorang ilain iatau isuatu ikorporasi. 
Tidak iada iketerangan iatau ipenjelasan imengenai iarti 
i“memperkaya idiri isendiri iatau iorang ilain iatau isuatu ikorporasi” 
idalam UU PTPK. iDari isudut ipandang ibahasa, iuntuk imenelaahnya 
idari i“memperkaya” iberasal idari isuku ikata i“kaya”. i“kaya” iartinya 
ibanyak iharta iatau imempunyai iharta iyang ibanyak. iSedangkan 
i“memperkaya” iartinya imenjadikan ilebih ikaya. iDalam pasal 2 UU 
iPTPK iuntuk idapat idikatakan i“memperkaya idiri isendiri iatau iorang 
ilain iatau isuatu ikorporasi” idiisyaratkan ibahwa iperolehan iatau 
ipenambahan ikekayaan iitu iharus inyata iada. i30 
3. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. 
Putusan Mahkamah Konstitusi itanggal i25 ijanuari i2017, idengsn 
iNomor 25/PUU-XIV/2016 itersebut idiatur idalam pasal 2 ayat (1) idan 
Pasal 3 UU Tipikor imerupakan ipenafsiran iterhadap ipengujian ikata 
i“dapat” idalam ifrasa imerugikan ikeuangan inegara. iPemohon 
iberanggapan ifrasa i“dapat” imenimbulkan iketidakpastian idalam 
ipenegakan ihukum idan iseringkali imemunculkan ipenegakan ihukum 
iyang itidak iadil. iSecara iyuridis, isetiap iupaya ipenegakan ihukum 
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itindak ipidana ikorupsi imerupakan iimplikasi idari iputusan iMK, 
ikhususnya iyang imenggunakan Pasal 2 ayat (1) idan Pasal 3 (Korupsi 
iKerugian Negara) isudah iharus imemiliki iperhitungan ikerugian inegara 
ioleh iauditor isebelum idilakukan ipenetapan itersangka. iKarena itanpa 
iperhitungan iyang ireal idari iauditor inegara iperbuatan iyang 
idisangkakan ibelum idapat idikategorikan isebagai itindak ipidana 
ikorupsi. i 
Putusan itersebut imenunjukkan iinkonsistensi iMakhamah 
iKonstitusi ikarena ibertentangan idengan iputusan iterdahulu iNomor 
i03/PUU-IV/2006 itanggal i25 iJuli i2006. iSaat iitu iMahkamah 
iKonstitusi iberpendapat ibahwa ifrasa i“dapat imerugikan ikeuangan 
inegara” imenunjukkan ibahwa itindak ipidana itersebut imerupakan idelik 
iformil. iAdanya itindak ipidana ikorupsi idipandang icukup iterbukti 
idengan iterpenuhinya iunsur iperbuatan iyang idirumuskan idan itidak 
ibergantung ipada itimbulnya iakibat. iDan ijustru imenempatkan iunsur 
ikerugian inegara isebagai isuatu ikeharusan iagar iterpenuhinya idelik, 
isehingga iseringkali ibergantung ipada ihasil iaudit ikerugian inegara 
isehingga idengan idemikian imaka iakan isangat iberpengaruh idalam 
ipercepatan ipenanganan itindak ipidana iKorupsi ioleh ipenegak ihukum 
iatau idengan ikata ilain iakan isemakin imembebani ikerja ipenegak 
ihukum idan ikontraproduktif idengan iupaya ipemberantasan ikorupsi.31 
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Unsur idapat imerugikan ikeuangan inegara imerupakan ibestandel 
idelict isebuah itindak ipidana ikorupsi idan iuntuk imembuktikan 
ibestandel idelict itersebut idiukur imelalui iserangkaian imekanisme 
iprosedural i(audit) iguna imenemukan iunsur inyata idan ipasti isebuah 
ikerugian ikeuangan iNegara. iPenerapan iunsur idapat imerugikan 
ikeuangan idengan ikonsepsi iactual iloss ilebih imemberi ikepastian 
ihukum iyang iadil idan isesuai iupaya isinkronisasi idan iharmonisasi 
iinstrumen ihukum inasional idan iinternasional. iKarena iitu, ikonsepsi 
ikerugian iNegara idianut idalam iarti idelik imateriil, iyaitu isuatu 
iperbuatan idapat idikatakan imerugikan ikeuangan inegara idengan isyarat 
iharus iadanya ikerugian inegara iyang ibenar-benar iactual iatau inyata, 
isehingga iseseorang itidak idapat iditetapkan isebagai itersangka itidak 
ipidana ikorupsi itanpa ididahului idengan ihasil iaudit isyah isecara 
ihukum, ibaru ikemudian iaparat ipenegak ihukum imenentukan ielemen 
idelict ilainnya iyakni iperbuatan imelawan ihukum.32 
BPK iialah ilembaga iatau ibadan inegara iyang imempunyai 
iwewenang iuntuk imenghitung, imenilai, idan imenetapkan ikerugian 
inegara iberdasarkan iketentuan iPasal 23E ayat (1) undang-undang Dasar 
iNegara Republik Indonesia 1945 jo. Pasal 10 ayat (1) Undang-undang 
iNomor 15 Tahun 2006 itentang iBPK, inamun iberdasarkan ipasal 32 
iUndang-undang nomor 31 tahun 1999 juncto Undang iUndang nomor 20 
itahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi idan dalam 
                                                          





irangka ikepentingan iproses ihukum itindak ipidana iKorupsi isecara 
iefisien idan iefektif imaka idapat idilakukan ikoordinasi iantar icriminal 
ijustice isystem iuntuk imenentukan ipihak iauditor iatau iAhli iyang iakan 
idigunakan iuntuk imenghitung idan imenyatakan iadanya ikerugian 
ikeuangan iNegara.33 
Dalam ipraktek iyang itelah idilakukan ioleh iauditor iBPK imaupun 
iBPKP idalam imenentukan iperhitungan ikerugian ikeuangan iNegara 
iatas ipermintaan ipenegak ihukum, iada ilima imetode ipenghitungan 
ikerugian ikeuangan inegara iantara ilain: 
a) Kerugian ikeseluruhan i(total iloss) idengan ibeberapa ipenyesuaian. i 
b) Selisih iantara iharga ikontrak idengan iharga ipokok ipembelian iatau 
iharga ipokok iproduksi. i 
c) Selisih iantara iharga ikontrak idengan iharga iatau inilai ipembanding 
itertentu. i 
d) Penerimaan iyang imenjadi ihak inegara itapi itidak idisetorkan ike 
iKas iNegara. i 
e) Pengeluaran iyang itidak isesuai ianggaran, idigunakan iuntuk 
ikepentingan ipribadi iatau ipihak-pihak itertentu. 
Tujuan idan imanfaat idari ipenghitungan ikerugian ikeuangan inegara 
iadalah iagar ipenegak ihukum idapat imengetahui ijumlah ipasti iseberapa 
ibanyak inegara idirugikan. iSetelah imengetahui ijumlah ipastinya imaka 
inegara idapat imeminta ipelaku iuntuk imembayar iganti irugi ikepada 
                                                          





inegara isejumlah ikerugian iyang idiakibatkan ioleh iperbuatan ipelaku 
isehingga idiharapkan ipelaku iakan imenjadi ijera idan iberfikir idua ikali 
iuntuk imelakukan iperbuatan iyang imerugikan ikeuangan iNegara.34 
 
E. Bentuk – bentuk Tindak Pidana Korupsi 
Syed Husen Alatas menyatakan ipengertian ikorupsi idengan imenyebutkan 
ibenang imerah iyang imenjelujuri idalam iaktivitas ikorupsi, iyaitu 
isubordinasi ikepentingan iumum idi ibawah ikepentingan itujuan i– itujuan 
ipribadi iyang imencakup ipelanggaran inorma i– inorma, itugas, idan 
ikesejahteraan iumum, idi iiringi idengan ikerahasiaan, ipengkhianatan, 
ipenipuan idan ikemasabodohan iyang iluar ibiasa iakan iakibat i– iakibat iyang 
idi iderita ioleh imasyarakat.35 
Selanjutnya iia imengemukakan ibahwa ikorupsi iitu idapat 
idikelompokkan ike idalam ibeberapa ibentuk, isebagai iberikut:36 
1. Korupsi Transaktif, iialah ikorupsi iyang iterjadi iatas ikesepakatan idi 
iantara ipihak ipemberi idan ipihak ipenerima iuntuk ikeuntungan ikedua 
ibelah ipihak. 
2. Korupsi Ekstortif i(memeras), iialah ikorupsi iyang imelibatkan iunsur 
ipemaksaan idan ipenekanan iuntuk imenghindari ibahaya ibagi imereka 
iyang iterlibat iatau iorang i– iorang iyang idekat idengan ipelaku ikorupsi. 
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3. Korupsi Investif, iialah ikorupsi iyang iberawal idari itawaran iyang 
imerupakan iinvestasi idalam iwujud ipemberian ibarang iatau ijasa iuntuk 
imengantisipasi iadanya ikeuntungan idi imasa iyang iakan idatang. 
4. Korupsi Nepotistik, iialah ikorupsi iyang iterjadi ikarena iperlakuan ikhusus 
ibaik idalam ipengangkatan ikantor ipublik imaupun ipemberian iproyek i– 
iproyek ibagi ikeluarga idekat isecara ibertentangan idengan inorma iatau 
iketentuan iyang iberlaku. 
5. Korupsi Otogenik, iialah ikorupsi iyang idilakukan iseorang ipejabat 
isecara iindividual iuntuk imendapatkan ikeuntungan ikarena imemiliki 
ipengetahuan isebagai iorang idalam itentang iberbagai ikebijakan ipublik 
itanpa idiketahui ioleh iorang ilain i(dirahasiakan). 
6. Korupsi Supportif, iialah ikorupsi iyang iberbentuk iupaya ipenciptaan 
isuasana iyang idapat imelanggengkan, imelindungi idan imemperkuat 
ikorupsi iyang isedang idijalankan. 
7. Korupsi Defensif, iialah ikorupsi iyang idilakukan idalam irangka 
imempertahankan idiri idari ipemerasan. 
Perbuatan iterlarang isecara igaris ibesar idalam iUU No. 31 Tahun 1999 jo. 
UU No. 20 Tahun 2001 iterkualifikasi idengan isebutan itindak ipidana korupsi 
idan itindak ipidana iyang iberkaitan idengan itindak ipidana ikorupsi. iUntuk 
ilebih imudah imengingatnya, ijenis-jenis itindak ipidana ikorupsi iantara 
ilain:37 
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1. Pasal 2 ayat 1 i(Melawan ihukum iuntuk imemperkaya idiri idan idapat 
merugikan ikeuangan inegara iadalah ikorupsi). i 
2. Pasal 3 i(Menyalahgunakan ikewenangan iuntuk imenguntungkan idiri 
sendiri idan idapat imerugikan ikeuangan inegara iadalah ikorupsi). 
3. Pasal 5 ayat 1 huruf a, pasal 5 ayat 1 huruf b (Menyuap ipegawai inegeri 
iadalah ikorupsi). 
4. Pasal 13 i(Memberi ihadiah ikepada ipegawai inegeri ikarena ijabatannya 
iadalah ikorupsi). 
5. Pasal 5 ayat 2, pasal 12 huruf a, pasal 12 huruf b i(Pegawai inegeri 
imenerima isuap iadalah ikorupsi). 
6. Pasal 11 i(Pegawai ineegeri imenerima ihadiah iyang iberhubungan 
idengan ijabatannya iadalah ikorupsi). 
7. Pasal 6 ayat 1 huruf a i(Menyuap ihakim iadalah ikorupsi). 
8. Pasal 6 ayat 1 huruf b i(Menyuap iadvokat iadalah ikorupsi). 
9. Pasal 6 ayat 2 (Hakim idan iAdvokat imenerima isuap iadalah ikorupsi). 
10. Pasal 12 huruf c i(Hakim imenerima isuap iadalah ikorupsi). 
11. Pasal 12 huruf c i(Advokat imenerima isuap iadalah ikorupsi). 
12. Pasal 8 (Pegawai inegeri imenggelapkan iuang iatau imembiarkan 
ipenggelapan iadalah ikorupsi). 
13. Pasal 9 (Pegawai inegeri imemalsukan ibuku iuntuk ipemeriksaan 
iadministrasi iadalah ikorupsi). 





15. Pasal 10 huruf b i(Pegawai inegeri imembiarkan iorang ilain imerusak 
ibukti iadalah ikorupsi). 
16. Pasal 10 huruf c i(Pegawai inegeri imembantu iorang ilain imerusak ibukti 
iadalah ikorupsi). 
17. Pasal 12 huruf e, pasal 12 huruf f i(Pegawai inegeri imemeras iadalah 
ikorupsi). 
18. Pasal 12 huruf  f i(Pegawai inegeri imemeras ipegawai inegeri ilain iadalah 
ikorupsi). 
19. Pasal 7 ayat 1 huruf a i(Pemborong iberbuat icurang iadalah ikorupsi). 
20. Pasal 7 ayat 1 huruf b i(Pengawas iproyek imembiarkan iperbuatan icurang 
iadalah ikorupsi). 
21. Pasal 7 ayat 1 huruf c i(Rekanan iTNI/Polri iberbuat icurang iadalah 
ikorupsi). 
22. Pasal 7 ayat 1 huruf d i(Pengawas irekanan iTNI/Polri imembiarkan 
iperbuatan icurang iadalah ikorupsi). 
23. Pasal 7 ayat 2 i(Penerima ibarang iTNI/Polri imembiarkan iperbuatan 
icurang iadalah ikorupsi). 
24. Pasal i12 ihuruf ih i(Pegawai inegeri imenyerobot itanah inegara isehingga 
imerugikan iorang ilain iadalah ikorupsi). 
25. Pasal 12 huruf i i(Pegawai inegeri iturut iserta idalam ipengadaan iyang 
idiurusnya iadalah ikorupsi). 







F. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi 
1. Subjek Hukum Orang 
Sumber pada Undang–undang Nomor 31 Tahun 1999 jo 
sebagaimana telah diubah menjadi Undang–undang Nomor 20 Tahun 2001 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat isubjek ihukum 
iorang, iyang imana iditentukan imelalui i2 i(dua) icara, iyaitu:38 
a) Cara ipertama idisebutkan isebagai isubjek ihukum iorang ipada 
iumumnya, imempunyai iarti iyang itidak iditentukan ikualitas 
ipribadinya. iKata ipermulaan idalam ikalimat irumusan itindak ipidana 
iyang imenggambarkan iatau imenyebutkan isubjek ihukum itindak 
ipidana iorang ipada iumumnya, idalam ihal iini itindak ipidana ikorupsi 
idisebutkan idengan iperkataan i“setiap iorang” imisalnya iPasal 2, 3, 
i21, idan i22, itetapi ijuga isubjek ihukum itindak ipidana ijuga 
idiletakkan idi itengah irumusan imisalnya iPasal i5 idan i6. 
b) Sedangkan icara ikedua iialah imenyebutkan ikualitas ipribadi idari 
isubjek ihukum iorang itersebut, idalam ihal iini iada ibanyak 
ikualitasnya ipembuatnya iantara ilain. 
1) Pegawai negeri; ipenyelenggara inegara i(misalnya Pasal 8, 9, 10, 
11, 12 huruf a, b, e, f, g, h, i). 
2) Pemborong ahli ibangunan i(Pasal 7 ayat 1 huruf a). 
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3) Hakim (Pasal 12 huruf c). 
4) Advokat (Pasal 12 huruf d). 
5) Saksi (Pasal 24). 
6) Tersangka bisa juga menjadi subjek hukum (Pasal 22 jo Pasal 28). 
Menurut Pasal 1 sub 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001, pegawai negeri adalah meliputi:39 
A. pegawai inegeri isebagaimana idimaksud idalam iUndang i- iUndang 
tentang Kepegawaian. 
B. Pegawai inegeri isebagaimana idimaksud idalam iKitab iUndang-
Undang Hukum Pidana. 
C. Orang iyang imenerima igaji iatau iupah idari ikeuangan inegara iatau 
idaerah. 
D. Orang iyang imenerima igaji iatau iupah idari isuatu ikorporasi iyang 
imenerima ibantuan idari ikeuangan inegara iatau idaerah. 
E. Orang iyang imenerima igaji iatau iupah idari ikorporasi ilain iyang 
imempergunakan imodal iatau ifasilitas idari inegara iatau 
imasyarakat. 
 
2. Subjek hukum korporasi 
                                                          
39 Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, 





Secara iteoritis iyuridis iUndang-undang ipemberantasan itindak 
ipidana ikorupsi isaat isekarang iini itelah imemberikan isarana iyang 
icukup ilengkap iuntuk idapat imenjerat ipelaku ipraktik-praktik ikorupsi. 
iMulai idari isi ipenerima isampai idengan isi ipemberi, idari ipegawai 
inegeri isampai idengan ibukan ipegawai inegeri iatau ipihak iswasta idan 
ikorporasi.40 
Korporasi ibanyak imembagikan idonasi ipertumbuhan isesuatu 
inegeri, ipaling iutama idalam ibidang iekonomi, imisalnya ipendapatan 
inegeri idalam iwujud ipajak iataupun idevisa, isehingga iakibat ikorporasi 
inampak isangat ipositif. iDisisi ilain, ikorporasi ipula itidak itidak isering 
imenghasilkan iakibat inegatif, isemacam ipencemaran, ipengurasan 
isumber ienergi ialam, ipersaingan isecara icurang, imanipulasi ipajak, 
ieksploitasi iterhadap iburuh, imenghasilkan ibahan- ibahan iyang 
imembahayakan ipemakainya, idan ipenipuan iterhadap ikonsumen. 
iKorporasi ibisa itingkatkan ikekayaan inegeri iserta itenaga ikerja, itetapi 
irevolusi istruktur iekonomi iserta ipolitik isudah imeningkatkan ikekuatan 
ikorporasi iyang ibesar, isehingga inegeri isangat ibergantung ikorporasi 
isehingga inegeri ibisa ididikte icocok ikepentingannya. i 
Perusahaan- iperusahaan iraksasa ibukan isaja imempunyai 
ikekayaan iyang idemikian ibesarnya, inamun ipula imempunyai ikekuatan 
isosial iserta ipolitis isedemikian irupa isehingga ipembedahan iataupun 
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iaktivitas iindustri– iindustri itersebut isangat ipengaruhi ikehidupan itiap 
iorang isemenjak imulai ilahir ihingga imatinya. iKorporasi ibaik itubuh 
ihukum iataupun ibukan itubuh ihukum imempunyai ikekuasaan iyang 
ibesar idalam imelaksanakan iaktvitasnya isehingga ikerap imelaksanakan 
ikegiatan iyang iberlawanan idengan isyarat ihukum iyang iberlaku. i41 
Dengan imenjajaki iapa iyang idi iinformasikan ioleh iMardjono 
iReksodiputro ikalau idalam ipertumbuhan ihukum ipidana iIndonesia 
iterdapat i3 isistem ipertanggungjawaban ipidana iterhadap ikorporasi 
iselaku isubjek ihukum itindak ipidana, iialah:42 
a) iBila ipengurus ikorporasi iselaku ipembuat, ihingga iyang ipengurus 
ikorporasi iyang ibertanggung ijawab. 
b) iBila ikorporasi iselaku ipembuat, ihingga ipengurus iyang ibertanggung 
ijawab. 
c) iBila ikorporasi iselaku ipembuat iserta ikorporasi iyang ibertanggung 
ijawab. 
Pertanggung ijawaban ikorporasi idalam itindak ipidana ikorupsi ibisa 
idibaca ipada Pasal 20 Undang- Undang No 31 Tahun 1999 jo Undang- 
Undang No 20 Tahun 2001, meski dari syarat itu tidak banyak bisa dikenal 
isebab isumirnya irumusan, inamun iPasal i20 iini imuat isebagian isyarat. 
iPaling itidak iterdapat i3 iperihal iyang ibetul- ibetul iwajib idimengerti 
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ioleh ipara ipraktisi ihukum idalam imenetapkan isubjek ihukum ikorporasi 
iyang imelaksanakan itindak ipidana ikorupsi, iantara ilain:43 
a) Indikator ikapan itelah iterjadi itindak ipidana ikorupsi ioleh 
iKorporasi. 
b) Secara isumir imengendalikan ihukum iacaranya. 
c) Menimpakan i ipembebanan itanggung ijawab ipidananya. 
 
G. Jenis Penjatuhan Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi 
Menurut iketentuan i/ isyarat iundang-undang nomor 31 Tahun 1999 jo 
iundang-undang nomor 20 tahun 2001, ijenis ipenjatuhan ipidana iyang idapat 
idilakukan ihakim iterhadap iterdakwa itindak ipidana ikorupsi iadalah isebagai 
iberikut:44 
1. Terhadap iOrang iyang iMelakukan iTindak iPidana iKorupsi 
a) Pidana imati 
Dapat i idipidana imati isebab ikepada isetiap iorang iyang isecara 
imelawan ihukum imelakukan iperbuatan imemperkaya idiri isendiri 
iatau iorang ilain iatau isesuatu ikorporasi iyang idapat imerugikan 
ikeuangan iNegeri iataupun iperekonomian iNegara isebagaimana 
ididetetapkan idalam Pasal 2 Ayat(1) Undang i– undang No 31 tahun 
1999 jo Undang- undang no 20 tahun 2001 tentang pemberantasan 
tindak pidana korupsi, iyang idilakukan idalam ikondisi itertentu.45 
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b) Pidana ipenjara 
Pidana ipenjara iseumur ihidup iataupun ipidana ipenjara ipaling 
isingkat i4 i(empat) itahun idan ipaling ilama i20 i(dua ipuluh) itahun 
idan idenda ipaling isedikit iRp. i200.000.000,00 i(dua iratus ijuta 
irupiah) idan ipaling ibanyak iRp. i1.000.000.000,00 i(satu imiliar 
irupiah) ibagi isetiap iorang iyang isecara imelawan ihukum 
imelakukan iperbuatan imemperkaya idiri isendiri iatau iorang ilain 
iatau isuatu ikorporasi iyang idapat imerugikan ikeuangan inegara 
atau iperkonomian inegara. i(Pasal i2 iAyat i1).46 
Pidana ipenjara iseumur ihidup iataupun ipidana ipenjara ipaling 
ipendek i/ isingkat i1 i(satu) itahun iatau idenda ipaling isedikit iRp. 
i50.000.000,00 i(lima ipuluh ijuta irupiah) idan ipaling ibanyak isatu 
iRp. i1.000.000.000,00 i(satu imiliyar irupiah) iuntuk isetiap iorang 
iyang idengan itujuan imenguntungkan idiri isendiri iatau iorang ilain 
iatau isuatu ikorporasi, imenyalahgunakan ikewenangan, ipeluang i/ 
ikesempatan, iatau isarana i/ ifasilitas iyang iada ipadanya ikarena 
ijabatan iatau ikedudukan iyang idapat imerugikan ikeuangan inegara 
iatau iperekonomian inegara i(Pasal i3).47 
Pidana ipenjara ipaling isingkat i3 i(tiga) itahun iserta ipaling ilama 
i12 i(dua ibelas) itahun iatau idenda ipaling isedikit iRp.150.000.000,00 
i(seratus ilima ipuluh ijuta irupiah) idan ipaling ibanyak iRp. 
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i600.000.000,00 i(enam iratus ijuta) ibagi isetiap iorang iyang idengan 
isengaja imencegah, imerintangi iatau imenggagalkan isecara 
ilangsung iatau itidak ilangsung ipenyidikan, ipenuntutan, idan 
ipemeriksaan idi isidang ipengadilan iterhadap itersangka iatau 
iterdakwa iataupun ipara isaksi idalam ihal iperkara ikorupsi. i(Pasal 
i21). iPidana ipenjara ipaling isingkat i3 i(tiga) itahun idan ipaling 
ilama i12 i(dua ibelas) itahun iatau idenda ipaling isedikit iRp. 
i150.000.000,00 i(seratus ilima ipuluh ijuta irupiah) idan ipaling 
ibanyak iRp. i600.000.000,00 i(enam iratus ijuta irupiah) ibagi isetiap 
iorang isebagaimana idimaksud idalam pasal 28, pasal 29, pasal 35, 
idan pasal 36.48 
c) Pidana itambahan 
Pencabutan ihak-hak itertentu iialah ipencabutan iseluruh iatau 
isebagian ihak-hak itertentu iatau ipenghapusan iseluruh iataupun 
isebagian ikeuntungan itertentu, iyang itelah iatau idapat idiberikan 
ioleh iPemerintah ikepada iterpidana iyang idiatur idalam iPasal 18 ayat 
(1). iSedangkan iperampasan ibarang-barang itertentu iadalah 
iperampasan ibarang ibergerak iyang iberwujud iatau iyang itidak 
iberwujud iatau ibarang itidak ibergerak iyang idigunakan iuntuk iatau 
iyang idiperoleh idari itindak ipidana ikorupsi, itermasuk iperusahaan 
imilik iterpidana idi imana itindak ipidana ikorupsi idilakukan, ibegitu 
                                                          





ipula idari ibarang iyang imenggantikan ibarang-barang itersebut iyang 
idiatur idalam Pasal 18 ayat (1).49 
Selanjutnya iuntuk iPengumuman iputusan ihakim idalam Pasal 18 
ayat (2) iJika iterpidana itidak imembayar iuang ipengganti 
isebagaimana idimaksud idalam ayat (1) huruf b ipaling ilama idalam 
iwaktu i1 i(satu) ibulan isetelah iputusan ipengadilan iyang itelah 
imemperoleh ikekuatan ihukum itetap, imaka iharta ibendanya ibisa 
idisita ioleh ijaksa idan idilelang iuntuk imenutupi iuang ipengganti 
itersebut. Pasal 18 ayat (3) iDalam ihal iterpidana itidak imempunyai 
iharta ibenda iyang imencukupi iuntuk imembayar iuang ipengganti 
isebagaimana idimaksud idalam ayat (1) huruf b, imaka idipidana 
idengan ipidana ipenjara iyang ilamanya itidak imelebihi iancaman 
imaksimum idari ipidana ipokoknya isesuai idengan iketentuan idalam 
iUndang i– iundang iini idan ilamanya ipidana itersebut isudah 
iditentukan idalam iputusan ipengadilan.50 
 
H. Pengertian iLobster 
Lobster iialah isalah isatu ihewan ilaut iyang imasuk ike idalam ijenis i 
iudang i– iudangan iatau iCrustacca, ilobster imasuk idalam ikeluarga 
iNephropidae idan iHomaride iatau iudang iraksasa iyang imemiliki icapit. 
iSelain iproduk iikan, ilobster imerupakan ihewan ilaut iyang imemiliki inilai 
                                                          
49 Ganesa Adi Nugraha, “Eksitensi Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi”, ((Studi 
Pada Kejaksaan Negeri Semarang), Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2013, 
hlm. 35 





iekonomis iyang icukup itinggi. iLobster ibiasanya imenjadi ihidangan imewah 
ipada irestoran i– irestoran ibesar iyang iada idi ipusat ikota. iDengan iharga 
iyang icukup imahal imenjadikan ipenangkapan ilobster isebagai imata 
ipencaharian iyang icukup idiminati ioleh ipara inelayan. iLobster idi ikatakan 
i isebagai ihewan inokturnal iyaitu ihewan iyang iaktif idi imalam ihari, 
isedangkan ipada isiang ihari ilobster ilebih isering idiam ibersembunyi ipada 
ilubang i– ilubang ikarang iyang inantinya iakan ikeluar ilagi ipada imalam ihari 
iuntuk imencari imakan idi isekitar ikarang ipada isaat iair ipasang. iTempat 
itinggal ilobster idi ilaut iyang iberbatu, iberkarang, idan iberpasir. i iSelain iitu 
ibatu ikarang ijuga idigunakan ilobster iuntuk iberanak ipinak. i 
Lobster itersebar idi iseluruh iperairan idi idunia itermasuk ipada iwilayah 
iperairan iIndonesia. iPada ialam iliar ilobster idi ikatakan isebagai ihewan 
ipemakan isegala iatau iomnivora idimana iikan-ikan ikecil, imoluska, imaupun 
itumbuhan ilaut idi ijadikan isebagai imakanannya. iSpesies idari ilobster 
ikurang ilebih i52.000 i iyang iterdeskripsikan. i iLobster itermasuk i ijuga 
isebagai i ikeluarga iCrustaccan iyaitu ikelompok ibesar idari iarthropoda. 
iKelompok itersebut iterdiri iatas ihewan i– ihewan ilaut ilain iseperti ikepiting, 
iudang, iudang ikarang, idan iteritip. iDimana imayoritas idari ihewan itersebut 
imerupakan ihewan iakuatik iyang ihidup idi iair itawar iataupun iair ilaut, iada 
ijuga ikepiting idarat iyang idapat ihidup idi idaratan.51 
  
                                                          








HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN 
 
A. Modus yang di lakukan dalam Tindak Pidana Korupsi Benih Lobster 
Korupsi imerupakan isuatu iperbuatan iyang idimana idilakukan idengan 
imaksud iuntuk imemberikan ibeberapa ikeuntungan iyang ibertentangan 
idengan itugas idan ihak iorang ilain. iPerbuatan iseorang ipejabat iatau 
iseorang ipemegang ikepercayaan iyang ibertentangan idengan ihukum, isecara 
ikeliru imenggunakan ikekuasannya iuntuk imendapatkan ikeuntungan iuntuk 
idirinya isendiri iatau iuntuk iorang ilain, iyang ibertentangan idengan itugas 
idan ihak iorang ilain. i52 iAdapun isecara iumum ikorupsi imerupakan isetiap 
iperbuatan iseseorang iyang ibertentangan idengan itanggung ijawab ipubliknya 
iuntuk imendapatkan iimbalan.53 
Korupsi idi iibaratkan ikanker iyang imengancam iproses ipembangunan 
idengan ibanyak iberbagai iakibat, imisalnya imerugikan ikeuangan idan 
iperekonomian inegara, isehingga imenghambat ipembangunan inasional. 
iKorupsi ijuga imenjadi ikendala iinvestasi idengan imeningkatkan iberbagai 
iresiko ibagi iinvestor iyang iberasal idari idalam i inegeri imaupun iluar 
inegeri, ikarena ipelaku ibisnis ibekerja idan iberurusan idalam ilingkungan 
imasyarakat iyang ikorup. iBukan ihanya iberakibat ipada ibanyaknya iwaktu 
iyang iterbuang itetapi ijuga ipada ibesarnya iuang iyang iharus idikeluarkan 
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idalam iproses iinvestasi, ikhususnya isaat iberhubungan idengan iaparatur 
ipemerintah iyang iberwenang idalam ihal itersebut.54 
Di iindonesia isendiri isudah ibanyak ikasus-kasus ikorupsi iyang iada, 
idimana ibaru i- ibaru iini iterjadi ipada itahun i2020 iterdengar ikasus ikorupsi 
iekspor ibenih ilobster i iyang idilakukan ioleh iKementrian iKelautan idan 
iPerikanan i(KP) iyaitu iEdhy iPrabowo. iKomisi iPemberantasan iKorupsi 
i(KPK) imenetapkan itujuh iorang itersangka idalam ikasus isuap iterkait 
iperizinan itambak, iusaha iatau ipengelolaan iperikanan iatau ikomoditas 
iperairan isejenis ilainnya. iMenurut iWakil iKetua iKPK iNawawi iPamolango 
idalam ikonferensi ipers idi iGedung iMerah iPutih. iKPK imenerima iinformasi 
iadanya idugaan iterjadinya ipenerimaan iuang ioleh ipenyelenggara inegara, 
iselanjutnya iKPK ikembali imenerima iinformasi iadanya itransaksi ipada 
irekening ibank. iRekening ibank iitu ididuga idigunakan isebagai ipenampung 
idana idari ibeberapa ipihak iyang isedang idipergunakan iuntuk imembeli 
isejumlah ibarang imewah idi iluar inegeri, iantara ilain idipergunakan iuntuk 
ibelanja ibarang imewah ioleh iEdhy iPrabowo idan iistrinya i(Iis iRosyati 
iDewi), idi iHonolulu, iHawaii, iAS ipada itanggal i21 i– i23 iNovember i2020, 
isejumlah isekitar iRp i750 ijuta idiantaranya iberupa ijam itangan imerk 
iRolex, itas imerk iTumi idan iLV, idan ibaju imerk iOld iNavy. i 
Hingga ipada iSelasa, i24 iNovember i2020 iKPK imembentuk isebuah 
itim, ipada isaat isekitar ipukul i00.30 iWIB ikemudian imereka imelakukan 
ioperasi itangkap itangan, idi isejumlah ilokasi iantara ilain ikawasan iBandara 
                                                          





iSoekarno iHatta, iJakarta, iDepok, i iTangerang iSelatan, idan iBekasi. iTotal i 
iada i i17 i iorang i iyang i idiamankan idan i idiperiksa i iKPK, idi iBandara 
iSoekarno iHatta, iKPK imenangkap idelapan iorang, iyaitu imenteri ikelautan 
idan iperikanan i(Edhy iPrabowo), iistri iEdhy i(Iis iRosyati iDewi) i, istaf 
ikhusus imenteri iKP i(Safri), iDirektur iJenderal iTangkap iIkan iKKP i(Zaini), 
ikemudian iajudan iMenteri iKP i(Yudha), iprotokoler iKP i(Yeni), iHumas 
iKKP i(Desri), iDirektur iJenderal iBudi iDaya iKKP i(Selamet). iMereka idi 
itangkap idi iBandara iSoekarno iHatta ikarena ibaru isaja imendarat isetelah 
imelakukan iperjalanan idinas ike iHonolulu, iHawaii, iAS. iSelanjutnya iKPK 
imenangkap isembilan iorang ilainnya idi irumah imereka imasing i– imasing, 
iyaitu iDirektur iPT iDua iPutra iPerkasa i(Suharjito), iPengurus iPT iAero 
iCitra iKargo i(PT iACK) i(Siswadi), i ipengendali iPT iPLI i(Dipo), idan 
ipengendali iPT iACK i(Deden iDeni), ikemudian iistri iSiswadi i(Nety), istaf 
iistri imenteri iKP i(Ainul iFaqih), istaf imenteri iKP i(Syaihul iAnam), idan 
istaf iPT iGardatama iSecurity i(Mulyanto). 
Tanggapan idari iPresiden iJokowi iWidodo imenyatakan ibahwa iia 
imendukung ipemberantasan ikorupsi isetelah iKomisi iPemberantasan 
iKorupsi i(KPK) imenangkap iMenteri iKelautan idan iPerikanan, iEdhy 
iPrabowo, ipada iRabu, i25 iNovember i2020. iDan iPresiden iJokowi ijuga 
imengemukakan ipendapat idalam ikomentar iyang idi irilis imemalui imedia 
isosial ibahwa iPemerintah iterus imendukung iupaya ipencegahan idan 
ipemberantasan ikorupsi idi iTanah iAir. iKarena iitu, ipemerintah 





itengah i iberjalan i idi i iKPK. i iIa i ipercaya i iKPK i ibekerja itransparan, i 
iterbuka, i idan i iprofesional. iSetelah iEdhy iPrabowo idijadikan itersangka 
ioleh iKPK, iPresiden iJokowi imenunjuk iMenko iBidang iKemaritiman idan 
iInvestasi iLuhut iBinsar iPanjaitan isebagai iMenteri iKelautan idan iPerikanan 
i(Eko iSuwarso, i2020). iBila idilihat idari ikasus itersebut imaka iKPK ikini 
iterus imengusut ibukti i– ibukti i iyang iharus idi idapatkan idengan 
imenetapkan itindakan ihukum iyang iakan iditetapkan idipengadilan. 
 
1. Asal iusul iEdhy iPrabowo iTerjerat iKasus iKorupsi iBenih iLobster 
Kasus ikorupsi iini iberawal idari iditerbitkannya isurat ikeputusan 
ioleh iMenteri iEdhy iPrabowo itentang iTim iUji iTuntas iPerizinan 
iUsaha iPerikanan iBudidaya iLobster. iTim iini ibertugas iuntuk 
imemeriksa ikelengkapan idokumen iyang idiajukan ioleh iperusahaan 
icalon ieksportir ibenih ilobster iatau ibenur. iEdhy imenunjuk istaf 
ikhususnya iAPM idan iSAF isebagai iketua idan iwakil iketua itim iuji 
ituntas itersebut. iMenteri iKelautan idan iPerikanan i(KKP), iEdhy 
iPrabowo, imenyebut itujuan idibukanya ikembali iekspor ibenih ilobster 
idilakukan isemata idemi imenyejahterakan irakyat. iSebelumnya iekspor 
ibenur imerupakan iaktivitas iterlarang idi iera imasa ijabatan imantan 
iMenteri iKKP isebelum iEdhy iPrabowo, iyaitu iSusi iPudjiastuti ilewat 
iperaturan imenteri iKKP iNomor i56 iTahun i2016 itentang ipenangkapan 
ilobster, iyang imelarang iperdagangan ibenih ilobster idan ilobster 





iEdhy, iaturan ilarangan iekspor ibenur idicabut imelalui iperturan imenteri 
iKKP iNomor i12/Permen-KP/2020 itentang ipengelolaan ilobster 
i(Panulirus ispp), ikepiting i(Scylla ispp), idan irajungan i(portunus ispp) 
idi iwilayah iNegara iRepublik iIndonesia. i 
Menurut ipolitisi iPartai iGerindra iini, ipencabutan iPeraturan 
iMenteri iKP i56 iTahun i2016 itentang iLarangan iEkspor iBenih iLobster 
iyang iditerbitkan iSusi iPud ijiastuti ikarena idinilai imerugikan 
imasyarakat. iEdhy imencabut iPermen iNomor i56 iyang idirasa 
imasyarakat imerugikan. iMenurutnya ikarena imasyarakat i(nelayan) 
ibanyak imencari imata ipencaharian idari ilobster, idan itibatiba idihapus 
i(dilarang) itanpa iada ialternatif ilain, ihal itersebut iyang iia ituturkan isaat 
ikunjungan ikerja ike iBalai iPerikanan iBudidaya iAir iPayau i(BPBAP) 
iSitubondo, iJawa iTimur, iseperti idikutip idari iAntara, iJumat i10 
inovember i2020 ilalu.  i 
Kebijakan iyang ikembali imenginzinkan iekspor ibenih ilobster 
itertuang idalam iaturan iMenteri iKelautan idan iPerikanan iNomor i12 
iTahun i2020. iMenurutnya, ibanyak ilobster idi ialam ibebas imati isecara 
ialami, isehingga iperlu iada iekspor iagar ibernilai iekonomi. iPelegalan 
iekspor ibenih ilobster idilakukan iuntuk imenggairahkan isektor 
iperikanan ibudidaya. iKarena ijika ilobster idibiarkan idi ialam ibebas ipun 
ijuga itidak ibermanfaat idan iakan imati. iMasyarakat iada idan ibisa 





itidak ijuga, ikarena iperusahaan imaupun imasyarakat iyang 
imengambilnya iwajib imengembalikan idua ipersennya. 
Menurut iEdhy idalam iRapat iKerja idengan iKomisi iIV iDPR iRI 
ibeberapa iwaktu ilalu. ilobster ijauh idari ipunah, iMenteri iasal iSumatera 
iSelatan iini imenampik ijika idibukanya iekspor ibenih ilobster ibisa 
imengancam ikeberlangsungan iekosistem. iSebaliknya, ipelegalan iekspor 
ibisa imenutup icelah ipenyelundupan idan iSatu iekor ilobster ibisa 
ibertelur ihingga isatu ijuta. iEdhy ijuga imemaparkan iseandainya ilobster 
iditinggalkan idi ialam, imaka idiperkirakan ijumlah itelur iyang ibisa 
imencapai idewasa ihanya isekitar i0,2 ipersen. iNamun, ilanjutnya, ibila 
idibudidayakan, imaka itelur ilobster idapat imencapai idewasa ihingga 
isekitar i30 ipersen. iKarena iwilayah iIndonesia iterlalu iluas, iEdhy 
isangat iyakin iakan imenghasilkan inilai iekonomi idan ipercaya ibahwa 
ilobster idi iIndonesa imasih ijauh idari ikata ipunah idan ipopulasi ilobster 
idi ialam iliar imasih ibesar. i 
Menteri iKKP itersebut imenginginkan ipublik idapat imelihat 
ikebijakan iitu isecara iutuh idengan imengingat iarah ikebijakan 
ipembangunan ikelautan idan iperikanan imeliputi iperlindungan idan 
ipemberdayaan iserta ipeningkatan ipendapatan inelayan, idan iyang 
ipaling ipenting iizin itersebut idibuat iuntuk ikesejahteraan, imanfaat iatau 
itidak ike imasyarakat. idan iEdhy imenegaskan, itidak imenutupi iapapun 
idalam ikebijakan iekspor ibenih ilobster. iSebelum imelegalkan iekspor 





ikonsultasi ipublik ibahwa iEkspor iini itidak ihanya imelibatkan ikorporasi 
itapi i ijuga inelayan. iKarena ipenangkap ibenihnya inelayan. iTerdapat 
i13.000 inelayan iyang imenggantungkan ihidup idari imencari ibenih 
ilobster. iHal iinilah iyang isebenarnya imenjadi iperdebatan, ikarena 
iakibat iekspor idilarang imereka itidak ibisa imakan. iMereka itidak 
ipunya ipendapatan. iIni isebenarnya ipertimbangan iutama iKPK. i 
Edhy iPrabowo imenegaskan ilagi ibahwa iSeekor iLobster iBisa 
iBertelur iHingga i1 iJuta, iekspor ibenih ilobster ijuga itidak iterus 
imenerus idilakukan. iBila ikemampuan ibudidaya idi iIndonesia isemakin 
ibaik, iotomatis ibenih iyang iada idimanfaatkan isepenuhnya iuntuk 
ikebutuhan ipembudidaya idi idalam inegeri. iSeraya imeningkatkan 
ikapasitas ibudidaya ilobster idalam inegeri, iEdhy iingin ipemasukan ibagi 
inegara iberjalan. iItulah isebabnya, iekspor ibenih ilobster idikenakan 
ipajak idan ibesarannya itergantung imargin ipenjualan. iMenurutnya 
ibahwa iPNBP iini isangat itransparan, ihanya imereka iyang imengekspor 
isaja iyang ibayar, ibukan inelayan iatau iyang icuma iberbudidaya. iAturan 
iPNBP ipun idisesuaikan idengan iharga ipasar. 
Selanjutnya, iperusahaan iyang imendapat iizin iekspor itidak iasal 
itunjuk, iperusahaan iharus imelewati iproses iadmistrasi ihingga iuji 
ikelayakan. iKKP isendiri imembentuk ipanitia iuntuk imenyeleksi 
iperusahaan ipenerima iizin. iMenurut iEdhy iPendaftaran iizin itersebut 
iterbuka. iAda iprosesnya, idari imulai iberkas ihingga ipeninjauan 





iterverifikasi, ibaru imendapat iizin. iProses itersebut iterbuka, itidak iada 
iyang idin itutupi. 
Namun idi ibalik ipernyataan idari iEdhy iPrabowo imengenai 
ipencabutan iPeraturan iMenteri iKP i56 i iTahun i2016 itentang iLarangan 
iEkspor iBenih iLobster, imenjadi isorotan iKPK iyang imencurigai 
iadanya ipencucian iuang. iPada iawal ibulan iOktober i2020, iSJT iselaku 
iDirektur iPT iDPPP idatang ike ikantor iKKP idi ilantai i16 idan ibertemu 
idengan iSAF. iDalam ipertemuan itersebut, idiketahui ibahwa iuntuk 
imelakukan iekspor ibenih ilobster ihanya idapat imelalui iforwarder iPT 
iACK idengan ibiaya iangkut iRp1.800/ekor, iAtas ikegiatan iekspor ibenih 
ilobster itersebut, iPT iDPPP ididuga imelakukan itransfer isejumlah iuang 
ike irekening iPT iACK idengan itotal isekitar iRp731 ijuta. iAtas iuang 
iyang imasuk ike irekening iPT iACK iyang ididuga iberasal idari 
ibeberapa iperusahaan ieksportir ibenih ilobster itersebut, iselanjutnya 
iditarik idan imasuk ike irekening idua iorang ipemegang iPT iACK 
imasing-masing idengan itotal iRp9,8 imiliar. iPada itanggal i5 iNovember 
i2020, ididuga iterdapat itransfer idari irekening ipengurus iPT iACK ike 
irekening isalah isatu ibank iatas inama iAF i(staf iistri iMenteri iEdhy) 
isebesar iRp i3,4 imiliar iyang idiperuntukkan ibagi ikeperluan iMenteri 
iEdhy idan iistrinya, iserta iketua idan iwakil iketua itim iuji ituntas i(SAF 
idan iAPM). iPada isekitar ibulan iMei i2020, iMenteri iEdhy ididuga ijuga 
imenerima isejumlah iuang isebesar iUS$ i100.000 idari iSJT imelalui 





ipidana ikorupsi iberupa ipenerimaan ihadiah iatau ijanji ioleh 
ipenyelenggara inegara iterkait idengan iperizinan itambak, iusaha idan 
iatau ipengelolaan iperikanan iatau ikomoditas iperairan isejenis ilainnya 
itahun i2020. 
2. Edhy iPrabowo idi itetapkan imenjadi itersangka 
Pada i19 iNovember i2020 isebelum itertangkap, isitus iresmi 
iKementerian iKelautan idan iPerikanan imenyebut iMenteri iEdhy 
iPrabowo ibertolak ike iAmerika iSerikat iuntuk imemperkuat ikerja isama 
ibidang ikelautan idan iperikanan idengan isalah isatu ilembaga iriset idi 
iAS. iKerja isama iini idisebut idalam irangka imengoptimalkan ibudidaya 
iudang isecara iberkelanjutan idi iIndonesia. iMenteri iEdhy idisebutkan 
imengunjungi iOceanic iInstitute i(OI) idi iHonolulu, iNegara iBagian 
iHawaii. iOI imerupakan iorganisasi ipenelitian idan ipengembangan 
inirlaba iyang ifokus ipada iproduksi iinduk iudang iunggul, ibudidaya 
ilaut, ibioteknologi, idan ipengelolaan isumber idaya ipesisir isecara 
iberkelanjutan. iLembaga iini iafiliasi idari iHawai'i iPacific iUniversity 
i(HPU) isejak i2003. i 
Adapun ipartai iGerindra, i23 iNovember i2020 ibaru isaja 
imenyatakan ikomitmen imenjalankan iagenda ipartai ipolitik ianti ikorupsi 
iyang idigelar iKPK. iMateri idalam iprogram iitu inantinya iakan imenjadi 
ibagian ipada iproses ipendidikan ikader ipartai. iDalam iseremoni iyang 





isekretaris ijenderal imereka, iAhmad iMuzani. iKemudian ipada itanggal 
i25 iNovember i2020, i 
Berdasarkan iinformasi iyang iditerima iKPK, isejumlah itim ilalu 
idibentuk ihingga ikemudian imereka imelakukan ioperasi itangkap itangan 
ipada iRabu isekitar ipkl i00.30 idi isejumlah ilokasi iyakni iBandara 
iSoekarno iHatta, iDepok, iTangerang iSelatan, idan iBekasi. iTotal iada 
i17 iorang iyang idiamankan idan idiperiksa iKPK, itermasuk iMenteri 
iKKP iEdhy iPrabowo idan iistrinya iyang ijuga imerupakan ianggota 
iDPR, iserta idua iorang idirjen idi iKementerian iKelautan idan 
iPerikanan, iserta isejumlah istaf ikhusus iMenteri iEdhy, istaf iistri 
imenteri iEdhy, ijuga ipengusaha. i 
Dari iketujuh ibelas iorang iitu, iKPK iakhirnya imenetapkan itujuh iorang 
itersangka. i 
Ketujuh itersangka iitu iadalah: i 
1) Edhy iPrabowo i- iMenteri iKelautan idan iPerikanan i 
2) APM i- iStaf iKhusus iMenteri iKKP/Ketua iTim iUji iTuntas 
iPerizinan iUsaha iPerikanan iBudidaya iLobster i 
3) SAF i- iStaf iKhusus iMenteri iKKP/Wakil iKetua iTim iUji iTuntas 
iPerizinan iUsaha iPerikanan iBudidaya iLobster i 
4) SWD i- ipengurus iPT iACK i 
5) AF i- istaf iistri iEdhy iPrabowo i 





7) SJT i- iDirektur iPT iDPPP i(perusahaan ieksportir ibenur) i- 
itersangka ipemberi isuap 
Pada isaat iKPK imenggelar ijumpa ipers idan imengumumkan ipara 
itersangka, iAndreau iMisanta iPribadi idan iAmiril iMukminin ibelum 
iditangkap idan idiminta imenyerahkan idiri. iAndreau iadalah iKetua iTim 
iUji iTuntas iPerizinan iUsaha iPerikanan iBudidaya iLobster, isedangkan 
iAM ipengurus iPT iACK. iSementara ilima iorang itersangka ilainnya, 
itermasuk iEdhy iPrabowo, isepanjang ijumpa ipers idiarahkan ipetugas 
iKPK iuntuk iberdiri imenghadap itembok idi ibelakang ipimpinan iKPK 
iyang imemberikan iketerangan ipers.  
3. Alasan iSusi iPudjiastuti imelindungi iEkspor ibenih ilobster 
Susi iPudjiastuti imerupakan imantan iKementrian ikelautan idan 
iPerikanan iyang imenyatakan ilarangan ipenangkapan ibenis ilobster idan 
iranjungan imelalui iperaturan iMentri iKP iNo i1 iTahun i2015 iadalah 
ibermanfaat iuntuk imelestarikan istok idi ialam idan ibukan iuntuk 
imemberatkan idunia iusaha. i iPada ikamis, i13 ijuli i2017 iia 
imengemukakan idalam irilis ijakarta ibahwa iTujuan ipemerintah 
imenerbitkan ipermen itersebut ibukanlah imelarang ipeangkapan ibenih 
ilobster iuntuk idibudidayakan. iHanya isaja, ijika idiizinkan imengambil 
ibenih ilobster, imasyarakat iakan ikembali imengekspor ibenih ilobster ike 
inegara ilain. i 
Menurut iSusi, iVietnam isering idiuntungkan ijika imendapat 





iton iper itahun, isementara iIndonesia ihanya idapat iekspor i300 iton iper 
itahun. iHal itersebut, iselanjutnya imenjadi isalah isatu ipertimbangan 
imelarang iekspor ibibit ilobster idan ilebih imendorong iekspor ilobster 
idewasa iagar ibernilai itambah idan iberkelanjutan iterhadap ipopulasi 
ilobster idi ilaut iIndonesia. iMenteri iKelautan idan iPerikanan iini ijuga 
imengungkapkan ibahwa iperaturan ipelarangan ipenangkapan ibenih 
ilobster ijuga idisambut ibaik imasyarakat, iseperti ipada isaat iitu, 
imasyarakat iLombok imembakar ialat itangkap ibenih ilobster iyang ibiasa 
idisebut i"pocongan" iuntuk imenunjukkan ikomitmen itidak iakan 
imenangkap ibenih ilobster ilagi. i 
Menteri iSusi ijuga imenertibkan ikapal iangkut iikan ihidup 
imelalui iPeraturan iMenteri iKP iNo i32/2016 itentang iKapal 
iPengangkutan iIkan iHidup, iyang idengan iaturan itersebut, ipemerintah 
iingin ipengusaha iperikanan imengekspor ilangsung ihasil iusahanya idan 
imeminimalkan ikapal iasing imasuk. iMenurutnya iPemerintah itidak 
ilepas itangan, ipemerintah ijuga imemberi isolusi ibagi iekspor ipenangkap 
ibenih ilobster, iseperti imelakukan ipelatihan ibudidaya iikan ibawal 
ibintang idan irumput ilaut iyang idigelar ipada iSelasa i11 iJuli idi 
iLombok idan iakan idilakukan ipendampingan idalam imenjalankan 
ibisnis ibarunya. 
Sebelumnya, iKKP ijuga imemastikan ibahwa imasyarakat iyang 
idahulunya ibekerja isebagai ipenangkap ibenih ilobster, ipada isaat iini 





iDirektur iJenderal iPerikanan iBudidaya iKKP iSlamet iSoebjakto 
imengatakan ihal itersebut isetelah imelakukan ipenelusuran ifakta idi 
ilapangan idan ibertemu ilangsung idengan imasyarakat idan ielemen 
iterkait. iSlamet imemastikan ibahwa imasyarakat iyang itelah 
iterverifikasi isebagai icalon ipenerima ibantuan itidak iada isatupun iyang 
imenolak imengembalikan ibantuan iyang iakan idiberikan idan itetap 
ikomitmen idengan iikrar iyang isudah imereka iucapkan. i 
Hingga ijanuari i2021 iEdhy iPrabowo imasih imenjalani 
ipemeriksaan ilanjutan idi igedung iKPK iJakarta, iEdhy iterus idi iperiksa 
isebagai itersangka ikasus idugaan isuap ibenih ilobster. iKPK ijuga 
imengungkapkan ipemberian iRp i66 ijuta iuntuk ipenyanyi idangdut 
iBetty iElista idari imantan imenteri ikelautan idan iperikanan iEdhy 
iPrabowo. iKemudian iada ifakta imenarik ibahwa iEdhy iPrabowo 
imengaku itelah imembiayai isewa iapartemen idan imembayarkan imobil 
iHR-V iuntuk i2 isekretaris ipribadi iwanitanya iyaitu iAnggia iPutri 
iTesalonika idan iFidya iYusri, imulanya ihal iitu idiungkap ioleh 
isekretasinya. iSekretaris itersebut imengaku isama isekali itidak itahu isoal 
ibiaya isewa iapartemen iyang iditinggalinya, ipada iakhirnya isesuai 
ipemeriksaan isaksi ididuga isewa iapartemen iyang iditinggali iuntuk 
isekretaris itersebut isebesar iRp i160 ijutaan iper itahun, ilalu ijaksa iKPK 
imendalami isumber iuang iuntuk imembeli imobil iHR-V ihitam, idari 
ihasil iketerangan iuang itersebut idiambil idari irekening iDikrut iPT iAero 





iyang ididuga idiatur iuntuk ipengangkutan iekspor ibenih ilobster ioleh 
iEdhy iPrabowo. 
 
B. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Benih Lobster 
Menurut ipeneliti iTransparency iInternational iIndonesia i(TII) iWawan 
iSuyatmiko idalam ikonferensi ipers idaring, iKamis i28 iJanuari i2020, ibahwa 
iOrganisasi iTransparency iInternational imerilis iIndeks iPersepsi iKorupsi 
i(IPK). iPada irilisan itersebut imenunjukan ilebih idari idua i ipertiga inegara 
iberada idi ibawah iskor i50, idengan iskor irata i– irata iglobal i43, iTI 
imemberi iskor idimulai idari i0 iyang iberarti isangat ikorup idan i100 isangat 
ibersih.skor iIPK iIndonesia inaik ijadi i40 idan iranking i85 idari i180 inegara 
idi idunia. iHasil isurvey iTII imenunjukan iindeks ipersepsi ikorupsi iIndonesia 
itahun i2020 imenempati iperingkat i102 idari i180 inegara iyang idi isurvey.55 
i 
Jerry iMassie imengatakan, iini iterjadi ilantaran ilemahnya ihukuman idi 
iIndonesia. iSelain iitu, idia imenambahkan, iaturan iterkait ikorupsi ikerap 
iberubah-ubah idan ipartai ipolitik imenjalankan isistem i'mahar ipolitik’. iJerry 
ijuga imempertanyakan iMahkamah iKonstitusi i(MK) iyang iakhirnya 
imembolehkan imantan ikoruptor iikut ipemilihan ikepala idaerah. iPadahal 
isejumlah inegara idi idunia itelah imelarang ipara ikoruptor imenjadi ipejabat, 
iseharusnya iMK imenolak. iUU iParpol iNo i2 iTahun i2008 idan iNo i2 







iTahun i2011 iperlu ijuga idirevisi iyang imana ipara ikoruptor itak ibisa 
idicalonkan imulai ikepala idaerah isampai ipresiden. iIa iheran idi itengah 
ipandemi imasih isempat i– isempat iadanya i ikorupsi. iUntuk iitu iseharusnya 
iperekrutan ikepala idaerah ijangan imantan iNapi ikoruptor. iMenurutnya 
imaling isangat isulit ibertobat, ipembunuh ilebih icepat ibertobat. i56 
Tingkat ipenyuapan idi iIndia imencapai i39 ipersen, idi iKamboja i37 
ipersen idan idi iIndonesia i30 ipersen. iLaporan iTI imengungkap itiga 
iperempat iresponden idi iAsia imeyakini ikorupsi idi ipemerintahan iadalah 
imasalah ibesar idi idalam inegeri idengan isatu idari ilima iorang i(19 ipersen) 
imengaku imembayar iuang isuap idemi imengakses ilayanan ipublik 
idibanding itahun isebelumnya. iIni iartinya isekitar i836 ijuta iorang 
imelakukan ipraktik ikotor iitu. iSementara isatu idari ilima iorang iresponden 
i(22 ipersen) idi iAsia imengatakan imereka iharus imempunyai ikoneksi 
ipersonal iuntuk idapat imengakses ilayanan ipublik. iIndia imenjadi inegara 
iterbanyak iwarganya imemakai ikoneksi ipersonal iuntuk imendapat ilayanan 
ipublik idengan iangka i46 ipersen idiikuti iIndonesia idi iangka i36 ipersen idan 
iChina i32 ipersen. i57 
 
1. Sidang iperdana iEdhy iPrabowo 
Mantan imenteri iEdhy iPrabowo iakan isegara idi isidangkan iatas idugaan 
ikasus ipenerimaan isuap ibenih ilobster itahun i2020, iKPK iakhirnya 









imelimpahkan iberkas iperkara ieks imenteri ikelautan idan iperikanan 
iEdhy iPrabowo ike iPengadilan iTindak iPidana iKorupsi iJakarta iPusat. 
Pada iKamis, itanggal i15 iApril i2021, iEdhy iprabowo imenjalani isidang 
iperdana idengan iagenda ipembacaan isurat idakwaan idari ijaksa 
ipenuntut iumum iterkait iperkara isuap iperizinan ibenih ilobster, isidang 
idimulai isekitar ipukul i10.00 iWIB. i 
Adapun ijalannya iproses ipersidangan iini idi ipimpin ioleh imajelis 
ihakim idiantaranya iadalah i: 
1. Albertus iUsada i(Wakil iketua iPengadilan iNegeri iJakarta iPusat) 
iselaku iketua imajelis. 
2. Suprman iNyompa i(hakim ikarier), ipendamping iketua 
3. Ali iMuhtarom i(hakim iad ihoc iTipikor) 
Selain iedhy iprabowo, i5 iterdakwa ilainnya ijuga imenjalani isidang 
ipembacaan idakwaan, imereka idiantaranya isekertaris ipribadi iEdhy 
i(Amiril iMukminin), ipengurus iPT iAero iCitra iKargo i(Siswadi), istaf 
ipribadi iistri iEdhy i(Ainul iFaqih), iketiganya idiadili idalam isatu iberkas 
iperkara inomor: i28/Pid.Sus.TKP/2021. isementara idua iterdakwa 
ilainnya iyaitu istaf ikhusus iedhy i(Andreau iMisanta), idan i(Safri) 
imengikuti isidang isecara idaring i/ ivirtual idari irumah itahanan ikelas i1 
iKPK ijakarta itimur idengan iperkara inomor i: i27/Pid.Sus.TKP/2021. 
Dalam ikasus iini iedhy iprabowo idi idakwa imenerima isuap i25 
imiliyar irupiah ilebih idan iUS$ i77.000 idari idirektur iPT idua iputra 





Atas iperbuatannya, iEdhy iPrabowo iselaku ipenerima isuap idisangkakan 
melanggar 2 pasal, yaitu Pasal 12 Huruf a atau 12 Huruf b atau Pasal 11 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan 
UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 
Ayat (1) ke-1 KUHP, Juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP. 
Pasal 11 : 
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling 
lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 
(lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus 
lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang 
menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa 
hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan 
yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang 
yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan 
jabatannya. 
Pasal 12 : 
Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling 
singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana 
denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling 
banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyiar rupiah). 
a. ipegawai inegeri iatau ipenyelenggaran inegara iyang imenerima ihadiah 
iatau ijanji, ipadahal idiketahui iatau ipatut ididuga ibahwa ihadiah iatau 





itidak imelakukan isesuatu idalam ijabatannya, iyang ibertentangan 
idengan ikewajibannya. 
b. ipegawai inegeri iatau ipenyelenggaran inegara iyang imenerima 
ihadiah, ipadahal idiketahui iatau ipatut ididuga ibahwa ihadiah itersebut 
idiberikan isebagai iakibat iatau idisebabkan ikarena itelah imelakukan 
iatau itidak imelakukan isesuatu idalam ijabatannya iyang ibertentangan 
idengan ikewajibannya. 
Pembahasan imengenai pasal 11 i: 
Jika idi iuraikan, isebenarnya pasal 11 iyang isemula pasal 418 KUHP 
iterdiri idari idua iketentuan, iantara ilain: 
1. Pegawai inegeri iatau ipenyelenggara inegara imenerima ihadiah iatau ijanji 
ipadahal idiketahui iatau ipatut ididuga, ibahwa ihadiah iatau ijanji itersebut 
idiberikan ikarena ikekuasaan iatau ikewenangan iyang iberhubungan 
idengan ijabatannya. 
2. Pegawai inegeri iatau ipenyelenggara inegara imenerima ihadiah iatau ijanji 
ipadahal idiketahui iatau ipatut ididuga imenurut ipikiran iorang iyang 
imemberikan ihadiah iatau ijanji itersebut iada ihubungan idengan 
ijabatannya. 
Pembahasan pasal 11 itersebut, itidak idilakukan idengan imengikuti itiap 
i– itiap iunsur idari imasing i– imasing ikedua iketentuan idi iatas, itetapi 
idilakukan idengan imengikuti iperumusan pasal 11, iyaitu i: 
a) 1. iPegawai inegeri 





Yang idimaksud ipegawai inegara idan ipenyelenggara, ibisa idilihat 
idari ipembahasan pasal 5 ayat (1) huruf a. 
b) Menerima ihadiah iatau ijanji 
Hadiah iadalah isegala isesuatu iyang imempunyai inilai.58 iMisalnya 
imobil, itelevisi, iatau itiket ipesawat iterbang iatau ibenda iyang itidak 
iberwujud, imisalnya ihak iyang itermasuk idalam ihak iatas ikekayaan 
iintelektual i(HaKI) imaupun iberupa ifasilitas, imisalnya ifasilitas 
iuntuk ibermalam idi isuatu ihotel iberbintang. iSedangkan ijanji 
iadalah itawaran isesuatu iyang idiajukan idan iakan idipenuhi ioleh isi 
ipemberi itawaran. 
c) Di iketahui iatau ipatut idi iduga 
Bentuk ikesalahan idari ipelaku itindak ipidana ikorupsi isebagaimana 
idimaksud idalam ipasal i11 iadalah idolus iatau iculpa, isehingga 
ipasal i11 idapat idikatakan imerupakan iapa iyang idisebut ipro iparte 
idolus ipro iparte iculpa. 
d) 1. iKarena ikekuasaan iatau ikewenangan iyang iberhubungan idengan 
ijabatannya. 
2. Menurut ipikiran iorang iyang imemberikan ihadiah iatau ijanji 
itersebut iada ihubungannya idengan ijabatannya. 
Jabatan idalam ipasal i11 iadalah isuatu ilingkungan ipekerjaan itetap 
iyang idiadakan idan idilakukan iguna ikepentingan inegara i(umum) 
                                                          





iatau iyang idihubungkan idengan iorganisasi isosial itertinggi iyang 
idiberi inama inegara. 
 Pembahasan pasal 12 huruf a dan b i: 
a) Perlu idiketahui ibahwa pasal 12 huruf a iberasal idari pasal 419iangka 
1 KUHP, iSedangkan pasal 12 huruf b iberasal idari pasal 419 angka 2 
KUHP. 
b) Tindak ipidana ikorupsi iyang iterdapat idalam ipasal 12 huruf a, 
iditemui ibeberapa iunsur iantara ilain: 
1. Pegawai inegeri idan ipenyelenggara inegara. 
2. Menerima ihadiah iatau ijanji. 
3. Di iketahui iatau ipatut idi iduga. 
4. Menggerakan iagar ipegawai inegeri iatau ipenyelenggara inegara 
itersebut imelakukan iatau itidak imelakukan isesuatu idalam 
ijabatannya iyang ibertentangan idengan ikewajibannya. 
c) Tindak ipidana iyang iterdapat idalam pasal 12 huruf b, iditemui 
ibeberapa iunsur iantara ilain: 
1. Pegawai inegeri idan ipenyelenggara inegara. 
2. Menerima ihadiah iatau ijanji. 
3. Di iketahui iatau ipatut idi iduga. 
4. Sebagai iakibat iatau idisebabkan, ikarena itelah imelakukan iatau 
itidak imelakukan isesuatu idalam ijabatannya iyang 





Adapun iperbedaan isecara isubstansi iberdasarkan ianalisa ihukum 
isebagai iberikut: 
Pertama iterdapat ipada iancaman ihukuman, ijika ipasal i11 ipidana 
ipenjara ipaling isingkat i1 i(satu) itahun idan ipaling ilama i5 i(lima) 
itahun, isedangkan Pasal 12 huruf a atau b ipidana ipenjara ipaling isingkat 
i4 i(empat) itahun idan ipaling ilama i20 i(dua ipuluh); 
Kedua iterletak ipada idenda, ijika ipasal i11 idenda ipaling isedikit 
iRp.50.000.000,00 i(lima ipuluh ijuta irupiah) idan ipaling ibanyak 
iRp.250.000.000,00 i(dua iratus ilima ipuluh ijuta irupiah), isedangkan 
iPasal i12 ihuruf ia iatau ib idenda ipaling isedikit iRp.200.000.000,00 
i(dua iratus ijuta irupiah) idan ipaling ibanyak iRp.1.000.000.000,00 i(satu 
imiliar irupiah); 
Ketiga iterletak ipada ijabatan iatau ikekuasaan isi iPelaku itindak ipidana 
iPenerima iSuap, iPada ipraktiknya ipenerapan iPasal i11 iitu itidak 
imensyaratkan iharus iada ijabatan iatau ikekuasaan isi iPenerima iSuap, 
iNamun icukup iSi iPenerima iSuap imerupakan iPegawai iNegeri iSipil 
iatau iPenyelenggara iNegara. iSedangkan iPasal 12 huruf a atau b iitu 
imensyaratkan isi iPenerima iSuap iharus imemiliki iJabatan iatau 
iKekuasaan iuntuk iberbuat iatau itidak iberbuat isesuatu. 
Sedangkan tersangka pemberi hadiah dijerat menggunakan Pasal 5 
ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Nomor 20 tahun 2001 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 juncto 





Dalam idiskusi idaring i'Telaah iKritis iterhadap iArah 
iPembentukan idan iPenegakan iHukum idi iMasa iPandemi' idi iFH 
iUGM. iKondisi iini imembuat iWakil iMenteri iHukum idan iHAM, 
iEdward iOmar iSharif iHiariej ialias iProf iEddy, imenilai iEdhy iPrabowo 
ilayak idituntut ihukuman imati. iMenurut iEddy, iEdhy iPrabowo ilayak 
idituntut idengan iketentuan iPasal i2 iAyat i2 iUndang-Undang iTindak 
iPidana iKorupsi idengan ihukuman imaksimal ipada ipidana imati, ikarena 
iyang ipertama, imedhy iprabowo imelakukan ikejahatan iitu idalam 
ikeadaan idarurat, idalam ikonteks iini iadalah iCOVID-19. iDan iyang 
ikedua, iEdhy iPrabowo imelakukan ikejahatan iitu idalam ijabatan. iJadi, 
idua ihal iyang imemberatkan iitu isudah ilebih idari icukup Pasal 2 Ayat 2 
iUndang-Undang ipemberantasan itindak ipidana ikorupsi. 
Berikut iisi Pasal 2 UU Tipikor: 
Ayat (1) 
Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan 
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat 
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara 
dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun 
dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling 
banyak Rp 1 miliyar. 
Ayat (2) 
Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 







Yang idimaksud idengan i“keadaan itertentu” idalam iketentuan iini 
idimaksudkan isebagai ipemberatan ibagi ipelaku itindak ipidana ikorupsi 
iapabila itindak ipidana itersebut idilakukan ipada iwaktu inegara idalam 
ikeadaan ibahaya isesuai idengan iundang-undang iyang iberlaku. iPada 
iwaktu iterjadi ibencana ialam inasional, isebagai ipengulangan itindak 
ipidana ikorupsi, iatau ipada iwaktu inegara idalam ikeadaan ikrisis 
iekonomi idan imoneter. 
 
Juru bicara KPK, Ali Fikri, imenyatakan, Pasal 2 ayat (2) UU 
Tipikor imemang imengatur iancaman imati ibagi ipelaku iyang ikorupsi 
isaat ibencana. iNamun, ipenerapan ihukuman imati ibisa idilakukan 
iapabila iseluruh iunsur idalam Pasal 2 ayat (1) iterpenuhi. iAli 
imenegaskan, ipenanganan iperkara ikasus iekspor ibenih ilobster isaat iini 
ibaru imengusut ipasal isuap. iPerkara iyang idiawali idari iproses iOTT 
iselalu imenggunakan idelik ipasal isuap, isementara ihukuman imati iada 
idi ipasal iberbeda. iNamun, iia imengaku itak imenutup ikemungkinan 
ipengembangan ikasus idilakukan iuntuk imenjerat itersangka idengan 
ipasal ilainnya, itermasuk Pasal 2 ayat (2) idan isejauh iditemukan ibukti-






Peneliti iPusat iKajian iAnti iKorupsi i(Pukat) iFakultas iHukum 
iUGM, iZaenur iRohman, imenilai, iancaman ipidana imati idapat idijerat 
ikepada ipelaku itindak ipidana ikorupsi idalam ikeadaan itertentu. iDalam 
ikonteks ibencana, iyaitu ibencana ialam inasional. iBencana ialam 
inasional iitu iditetapkan ioleh ipemerintah iberdasarkan iperaturan 
iperundang-undangan ibahwa idiberi istatus ibencana ialam inasional. 
iSementara iuntuk ibencana inon ialam, imeski ibersifat inasional, ikasus 
itersebut idinilai itidak idapat idiancam ipidana imati. iSedangkan, 
ipandemi icorona imasuk idalam ibencana inon ialam. iMenurutnya idalam 
ikonteks iEdhy iPrabowo, iada idua ihal iyang imenjadi isyarat itidak 
iterpenuhi. iYang ipertama, ipasal i2 iancaman ipidananya isangkaan 
ipidananya ipasal i2 iUndang-Undang iTipikor iitu itidak idipenuhi ikarena 
iyang idiancamkan ieks imenteri iini isuap iatau igratifikasi. iDan iyang 
ikedua, ibencananya ibukan imerupakan ibencana ialam inasional itapi 
ibencana inon-alam inasional. i 
Aspirasi idari ipublik, ikegeraman ipublik iterhadap iperilaku 
ikorupsi idi isaat isituasi ibencana iseperti iini iitu ihal iyang iwajar ikarena 
imemang iperbuatan ikorupsi itersebut isangat imelukai iperasaan ikeadilan 
idi isaat imasyarakat isedang ikesusahan ipara ipejabat inegara imalah 
imelakukan ikorupsi iterlebih idana ibantuan iuntuk imenghadapi itersebut. 
Zaenur imenilai ihukuman iberat iyang imungkin idilakukan iialah 
idengan idimiskinkan. iCaranya idengan imelakukan ipengembalian iharta 





imengoptimalkan iUndang-Undang iatau ipasal-pasal iTPPU iTindak 
iPidana iPencucian iUang ikarena iada idugaan iuang ihasil ikejahatan idua 
ikorupsi iini ididuga imengalir ike ibanyak ipihak iterus idi-tracking iKPK 
ikemudian iseluruh iharta ihasil ikejahatan itersebut iharus idisita. 
iMeskipun idalam isuap ibelum itentu iada ikerugian inegara. itapi idalam 
ikonteks ikejahatan iini, iuang ihasil ikejahatan ijangan isampai idinikmati. 
Indonesian iCorruption iWatch i(ICW) ijuga ibuka isuara iterkait 
iopsi itersebut. iPeneliti iICW, iKurnia iRamadhana, imenyatakan 
ipihaknya imemahami imasyarakat iyang imenginginkan iagar itersangka 
iEdhy iPrabowo idapat idituntut ihukuman imati. iNamun, iia imenyebut, 
iketentuan isoal iancaman ihukuman imati iterdapat idalam iPasal i2 iUU 
iTipikor. iSementara iEdhy iPrabowo ibaru idijerat idengan ipasal isuap. 
Menurut iKurnia, iada ihukuman iyang idinilai iakan ilebih iefektif 
ibila idijeratkan ikepada imantan imenteri iitu. iICW iberanggapan 
ipemberian iefek ijera ikepada ipelaku ikejahatan ikorupsi ilebih itepat ijika 
idikenakan ikombinasi ihukuman iberupa ipemidanaan ipenjara imaksimal 
iserta idiikuti ipemiskinan ikoruptor. iSementara iuntuk idimiskinkan, 
iICW imenilai iKPK idapat imenerapkannya idengan imembebankan iuang 
ipengganti iatau imenjerat ikeduanya idengan iTindak iPidana iPencucian 
iUang. 
Menurut iICW, ipraktik ihukuman imati ibertentangan idengan ihak 
iasasi imanusia. iSelain iitu, iICW imenyebut, ibelum iditemukan iadanya 





ijumlah iperkara ikorupsi idi isuatu inegara. iICW iberpandangan, ilebih 
ibaik ifokus iperhatian idiletakkan ipada ipenanganan iperkaranya isaja. 
iMaka idari iitu, idaripada iberbicara imengenai ituntutan ihukuman imati, 
ilebih ibaik ipemerintah imendorong iagar iKPK iberani iuntuk 
imembongkar ituntas idua iperkara itersebut. 
 
2. Sidang ilanjutan iEdhy iPrabowo 
Sidang ilanjutan iEdhy iPrabowo idi ilaksanakan idi ipengadilan 
itipikor iJakarta ipada i8 iJuni i2021. iAgenda isidang ilanjutan itersebut 
iadalah imendengarkan i/ ipemeriksaan idari isejumlah iketerangan isaksi. 
iDalam isidang iini ijaksa ipenuntut iumum i(JPU) iKPK ijuga 
imenghadirkan ipenyanyi idangdut iBetty iElisa, inamun itampaknya 
iBetty iElisa itidak iterlihat. 
Namun idalam ipersidangan iini iterdakwa isuap iekspor ibenih 
ibening ilobster i(BBL) iEdhy iPrabowo iberharap imajelis ihakim 
iPengadilan iTindak iPidana iKorupsi imenjatuhkan ivonis ibebas 
iterhadap idirinya. iHarapan iitu idisampaikan iEdhy ipada i16 iJuni i2021 
iberdasarkan iketerangan idari ipuluhan isaksi iyang idihadirkan iselama 
ipersidangan idigelar. iMenurut iEdhy iPrabowo idari ihasil ikesaksian i70 
ilebih iyang idihadirkan idi ipengadilan itipikor ijakarta, isaat idi itemui 
iawak imedia, iEdhy iPrabowo iberharap imajelis ihakim ituntutan 
imaupun iputusan ibisa imembebaskannya. iKendati ibegitu, iEdhy 





ijawabkan iperbuatannya iyakni idengan iterus imengikuti iproses 
ipersidangan. iBahwa iia itak iakan ilari idari itanggungjawab, imaka idari 
iitu iia ihadir idi ipersidangan. 
Edhy iPrabowo ijuga imenuturkan ibahwa isudah i6,5 ibulan ilebih 
iditahan idi iKPK. iMenurutnya idia itidak ibangga, itapi idia ijalani 
isebagai itanggungjawab imoral isebagai iseorang imenteri, isebagai 
ipemimpin idi itempat itersebut. iEdhy ijuga imenilai idirinya itelah 
ibanyak iberjasa iuntuk inegara isaat imenjabat imenjadi iMenteri 
iKelautan idan iPerikanan. iIa imenyatakan isaat imenjabat isebagai 
imenteri idirinya imemiliki idua itugas ipenting iyang idinilainya imenjadi 
ipertimbangan ihakim iuntuk imemberikan ikebebasan ikepadanya. i 
Dalam iperkara iini, iEdhy iPrabowo ididakwa imenerima isuap 
isenilai iRp25,7 imilar idan iUS$ i77.000 ioleh iJaksa iPenuntut iUmum 
i(JPU) ipada iKPK. iPenerimaan isuap iini idilakukan isecara ibertahap 
iyang iberkaitan idengan ipenetapan iizin iekspor ibenih ilobter iatau ibenur 
itahun ianggaran i2020. iPenerimaan isuap iitu iditerima ioleh iEdhy 
iPrabowo idari ipara ieksportir ibenur imelalui istaf ikhususnya, iAndreau 
iMisanta iPribadi idan iSafri; isekretaris iMenteri iKP, iAmiril iMukminin; 
istaf ipribadi iistri iIis iRosita iDewi, iAinul iFaqih idan iKomisaris iPT 
iPerishable iLogistics iIndonesia i(PLI), isekaligus ipemilik iPT iAero 
iCitra iKargo i(ACK) iSiswadhi iPranoto iLoe. 
Perbuatan iEdhy iselaku iMenteri iKelautan idan iPerikanan iRI 





iNomor 28 Tahun 1999 tentang iPenyelenggaraan iNegara iyang iBersih 
idan iBebas idari iKorupsi, iKolusi idan iNepotisme, iserta ibertentangan 
idengan isumpah ijabatannya. 
Selanjutnya pada 15 Juli 2021 Edhy dijadwalkan lagi untuk 
menjalankan sidang putusan atas perkaranya di pengadilan tindak pidana 
korupsi Jakarta. Dengan agenda pembacaan vonis yang dipimpin oleh 
ketua majelis hakim Albertus Usada, didampingi Suparman Nyompa dan 
Ali Muhtarom. Setelah Edhy Prabowo diyakini jaksa terbukti secara sah 
menerima uang suap yang totalnya Rp 25,7 miliar dan US$ 77.000 dari 
pengusaha eksportir benih lobster.  Jaksa sebut perbuatan Edhy di tetapkan 
telah melanggar Pasal 12 huruf a jo atau Pasal 55 ayat (1) ke-1 Pasal 65 
ayat (1) KUHP. Atas perbuatannya Edhy Prabowo di vonis 5 tahun penjara 
dan denda 400 juta subsider 6 bulan kurungan, serta dituntut untuk 
membayar uang pengganti Rp. 9,68 miliar dan US$ 77.000. 
Tidak hanya Edhy Prabowo, staf khusus dan sekretaris pribadi serta 
pemilik PT ACK juga di tuntut bersamanya, adapun tuntutannya sebagai 
berikut : 
- Andreau Misanta di tuntut 4 tahun dan 6 bulan penjara dan denda 300 
juta subsider 6 bulan kurungan. 
- Safri di tuntut 4 tahun dan 6 bulan penjara dan denda 300 juta subsider 
6 bulan kurungan. 
- Amiril Mukminin di tuntut 4 tahun dan 6 bulan penjara dan denda 300 









1. Modus yang di lakukan dalam tindak pidana korupsi benih lobster 
Adapun modus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Edhy Prabowo 
adalah dengan menerima uang suap sejumlah 3,4 miliar dan US$ 100.000, 
guna mencabut peraturan menteri KP no 56 tahun 2016 tentang larangan 
ekspor benih lobster, sehingga para pemberi suap dapat mengekspor benih 
lobster. 
2. Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi benih lobster 
Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi benih lobster yaitu 
terdakwa Edhy Prabowo telah melanggar Pasal 12 huruf a jo atau Pasal 55 
ayat (1) ke-1 Pasal 65 ayat (1) KUHP. Atas perbuatannya majelis hakim 
memvonis 5 tahun penjara dan denda 400 juta subsider 6 bulan kurungan. 
Serta dituntut untuk membayar uang pengganti Rp. 9,68 miliar dan 77.000 
dolar AS. 
 
B. Saran i 
Korupsi ibukanlah imasalah ibaru idi iIndonesia, idalam iperkara ikorupsi 
isudah isangat ibanyak ipara ikoruptor imerugikan inegara, imaka idalam ihal 





ada celah untuk melakukan suap, iserta ipemerintah imendorong iagar iKPK 
iberani iuntuk imembongkar ituntas idua iperkara itersebut. iPemerintah ijuga 
iharus ibaik idalam imemilih idan imemilah ipengambilan ikeputusan icalon 
ipejabat idengan itepat, ikarena ihal itersebut imenentukan inasib inegara idan 
irakyat ikedepannya. iBegitu ipula ibagi ipara ipejabat iyang itelah idiberi 
ikepercayaan iatau iamanah iuntuk imemegang iwewenang, iuang ibukan 
ihanya isebatas imenjadi itujuan iutama, inamun ijuga ibagaimana iseorang 
ipemegang ikepercayaan idapat imemenuhi isumpah iyang idiucapkan 
isehingga iakan itercipta ipemerintahan iyang ikuat, isehat idan itidak itejerat 
idalam ikasus-kasus ikorupsi iataupun ikasus-kasus iyang idapat imerugikan 
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